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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakaug Masalab 

Untuk mendukung terlaksananya Laporan Keuangan yang memenuhi 

prinsip prinsip good public governance maka penilaian kinetja keuangan, harus 

didasarkan pada data keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip 

alruntansi keuangan yang berlaku umum. Laporan ini merupalrun data yang pa!lng 

umum yang tersedia untuk tujuan tersebut. waiaupun seringkaJi tidak. mewakili 

basil dan kondisi ekonomi.Secara umum Pegawai Negeri adaJah Sumber Daya 

Manusia (SDM),yang merupakan asset negara,untuk menjalankan roda 

pemerintahan.Sejalan dengan terns berkembangnya teknologi. maka komputer 

merupakan sarana penunjang yang penting bagi pegawai untuk menyelesaikan 

tugasnya. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dalam 

rangka meningkatkan kua1itas Sumber Daya Manusianya bernsaha meiakukan 

Penyusunan dan Pelaporan Keuangan Dana DekonsentrasJ baik di Pusat maupun 

di Dae:rnh agar dapat menunjang tercapainnya tujuan.Mulai tahun 2003 

pemerintah telah melakukan refonnasi di bidang keuangan yang ditandai dengan 

berlakunya Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan 

UU Nomorl tahun 2004 tentang perbendaharaan ncg-ara dengan harapan 

Pengelolaan Keuangan negara Iebih efesien dan efektif serta tercapainya 

transparnnsi dalam pengelolaan keuangan yang menghendaki setiap transaksi 

keuangan ditampilkan secarn utuh dalam dokumen anggaran dan setiap kredit 

anggaran yang disedlakan terinci secara jelas peruntukannya.Salah satu pernbahan 

yang terjadi adalah penyajian mekanisme pelaporan keuangan yang trnnsparan 

dan dapat diandalkan.Jika pada awa.lnya penyajian laporan dilakukan secara 

manual saat ini penyusunan dan penyajian laporan dilakukan dan diproses dengan 

menggunakan aplikasi. 

Sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, asumsJ 

dasar da.lam pelaporan keuangan di lingkungan pcmerintah ndala.h terdiri dari: 

asumsi kemandirian entitas,aswnsi kesinambungan entitas dan asumsi keteru.k.uran 

dalam satuan uang (monetary mea.rurement).Asumsi kemandirian entitas berarti 

Universitas: Indom:5iu 
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bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai 

kewajiban untuk menyajikan lapotan keuangan schingga tidak terjadi kekacauan 

antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan, Salah satu indikasi 

terpenuhlnya. asumsi ini adalah adanya kewenangan entita:s untuk menyusun 

anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas 

bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan slllllber daya di luar neraca untuk 

kepenlingan )'llrisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan ataukerusakan 

aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang teljadi akibat keputusan 

entitas, serta terlak:sana tidak:nya program yang teiah ditetapkan, 

Perubab.an yang relatif baru sebubungan dengan pelaksanaan akuntansi 

dan pelaporan keuangan adalah ditetapkarmya Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 91/PMK.OS/2007 tentang Bagan Akun Standar dan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor No. 1711PMK.05/2007 tentang Sistem Akunu.msi dan Pelaporan 

Keuangan Kementerian Negara!Lembaga yang memberikan efek yang substansial 

bagi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan. Perubahan sistem ak.unta.nsi 

dan pelaporan keuangan melalui kedua PMK. tersebut di atas, mcnyangkut 

pengungkapan pokok-pokok dari PMK yang mcngatur BMN, dan hal lainnya 

yang terkait dengan pelak.sanaan akuntansi di kementerian negara/lembaga dan 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).Sesuai dengan PMK 

17t!PMK.05/2007, Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dibedakan menjadi 

Sistem Akunta.nsi Jnstansi (SAl) dan Sistem Akuntansi Bendaha.ra Umum Negara 

(SABUN). Kedua sistem terSebut sama-sama menghasllkan neraca, yang 

dibedakan rnenjadi Neraca Kementerian Negara!Lembaga (KJL) dan Neraca Kas 

Umum Negara. 

Untuk mengakomodasikan Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2003 tentang 

K.euangan Negara,. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan 

UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara, pemerintah te!ah menyusun SAI yang dirnncang sesual 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.06/2005 

tanggal 20 Juii 2005, tentang Sistim Alruntansi dan Pelaporan Keuangan 

Pcmerintah Pusat, bahwa : Direktorat Jcndern.l Manajcmen Pendidikan Dasar dan 

Menengah bertugas sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pcngguna Anggaran 
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Eselon I, yang selanjutnya disebut UAPPA-El. adalah unit akuntansi instansi 

yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang 

seluruh UAPPA-W yang berada diwilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung 

berada dlbawahnya. 

UAKPA dekonsentrasL wajlb menyampaikan laporan realisasi anggaran dan 

neraca setiap bulan, laporan kcuangan semesteran dan tahunan berupa lapordn 

realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan beserta ADK ke 

UAPPA-W.Menteri/Pimpinan Lemba.ga sebagai Pengguna Anggaran!Barang 

mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan 

Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Direktorat Jenderal Manajemen 

Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai Penanggungjawab UAPPA. Eselon 1 

adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Kementerian Negara/Lembaga yang 

berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, dan 

Neraca disertai Catatan atas Laporan Keuangan tingk:at Eselon 1. 

Berdasarkan hal tersebut diatas; maka penulis mengambil judul untuk 

Tesis ini tentang•'Evaluasi Penyusunau Laporan Kcuangan dalam Penerapan 

Sistem Akuntansi Instansi Pada Direktorat Jenderal Mandikdasmen tingkat 

Eselon-1 '1• 

1.2. Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, rnaka beberapa hal yang akan 

dibahas datam penulisan karya akhir ini adalah : 

I. Sejauhmana Penyusunan Laporan Keuangan dalam Penerapan Sistem 

Akuntansi Jnstansi Di~en Mandikdasmen telah sesuai dengan Peraturan 

Menter! Keuangan Nomor.l7l/PMK.05!2007 pengganti Peraturan Menterl 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK06/2005 tentang Slstim 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Standar 

Akuntansl Pemerintahan (SAP). 

2. Hambatan dan kendala apa yang terjadi dalam proses penyusunan Laporan 

Keuangan Di~en Mandikdasmen Tahun 2007 pada tingkat Manajemen 

Satker Pusat? 
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2. Hambatan dan kendala apa yang terjadi dalam proses penyusWian Laporan 

Keuangan Ditjen Mandikdasmen Tahun 2007 pada tingkat Manajemen 

Satker daerah? 

1.3. Pembatasan Masalah 

1. Dalam Karya Tulis Akhir,titik awal pembahasan adalah kepada Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca,yang selanjutnya dikaitkan dengan 

keperluan penyusunan CaLK. 

2. Gambaran kinerja keuangan yang dimaksud dalam Karya 

Akhir,merupakan penerapan dari Basis Cash Toward Accrual sebagaimana 

dimaksud dalam peraturan perundangan. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tujuan untuk mengetahui: 

1. Menilai sejauhmana Penyusunan Laporan Keuangan dalam Penerapan 

Sistem Akuntansi Instansi Ditjen Mandikdasmen telah sesuai dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor.17t/P:r...1IC05/2007 pengganti 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.06/2005 

tentang Sistim Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan 

Standar Akuntansi Pemerintahan {SAP). 

2. Menilai hambatan dan kendala apa yang terjadi dalam proses penyusunan 

Laporan Keuangan Ditien Mandikdasmcn Tahun 2007 pada tingkat 

Manajemen Satker Pusat. 

2. Menilai hambatan dan kendala apa yang terjadi dalam proses penyusunan 

Laporan Keuangan Diljen Mandikdasmen Tahun 2007 pada tingkat 

Manajemen Satker daerah. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 

1. Bagi Direktorat Jenderal Mandikdasmen, diharapkan dapat 

memberikan masukan bagi Direktorat Jenderal Mandikdasmen untuk 

meningkatkan kualitas laporan keuangan dimasa yang akan datang. 
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2. Bagi pcnulis.diharapkan dapat mengenal dan memahami pendekatan 

yang digunakan dalam meningkatkan lrualitas Penyusunan Lapomn 

Keuangan dalam penerapan Sistem Akuntan.si Instansi pada Direktorat 

Jendernl Mandik:dasmen tingkat Eselon-1 seltingga sesuai dengan 

Standar Akuntansi Peme.rintahan (SAP) . 

3. Bag:i Pembaca diharapkan penulisan inl dapat membcrikan sumbangan 

informasi yang dapat digunakan sebagai referensi unluk peneHtian 

selanjutnya. 

1.6. Mctode Penelitian 

L DeskriptifKualitatif 

PeneJirian ini dtlakukan dengan cara membuat deskripsi peunasalahan 

yang telah diindentifikasi dan berusaha menjelaskan obyek yang 

diteliti dari sudut pandang pcneliti dengan mooggunakan data yang 

berhubungan. 

2. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian dilaksanakan deng:an wawancara {Tanya jawab ), 

pengamatan langsung terhadap pe1aksanaan dan basil kegiatan 

pelaksanaan serta mengumpulkan data-data tertulis dan informasi yang 

diperlukan sehubungan dcngan pelaksanaan tugas. 

3. Penelitian Kcpustakaan 

Penelitian Kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan 

mempelajari buku~buku, majalah, surat kabar, literatur-literahu' yang 

berhubungan dengan topik serta data yang telah didokumentasikan 

1, 7. Sistematika Penulisan 

Sjstematika penulisan karya akhlr ini terdiri atas 5 (limA) bab dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I :Pendahuluan berisi penjelasan mengenai latar belakang 

masalah,permasalahan penelitian,pembatasan masalah,tujuan dan manfaat 

penelitian,metode penelitian dan sistematika penulisan. 
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BAB II:Landasan Teori berisikan pengertia~tujuan .manfaat ,unsur/jenis 

Laporan K.euangan,Laporan Akunrabilitas K.inerja,Pengertian 

CaLK,pengertian Sistem Akuntansi dan peraturan perundangan terka.it 

dengan sistem ak:untansi dan pelaporan keuangan. 

BAB III:Metodologi Penelitian dan Objek Penelitian menyajikan 

metodologi penelitian yang digunakan dan informasi berkenaan dengan 

Profile, Visi Misi,Struktur Organisasi.Tupoksi dan Laporan Keuangan 

Ditjen Mandikdasmen tahun 2007. 

BAB IV :Analisis dan Pembahasan berisi analisis perbandingan a.ntam 

teori dan temuan. Jika teori lcbih baik maka disarankan untuk 

menggunakan seperti dalam teori atau sebaliknya , sehingga bah IV 

mengandung penjelasan-penjelasan masalah yang dapat diterapkan dalam. 

Penyusunan Laporan Keuangan dalam penerapan Sistem Akunta.nsi 

Jnstansi pada Direktorat Jendeml Mandikdasmen tingkat Eselon~l 

s.ehingga sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

BAB V :Kesimpulan dan Saran berisikan kesimpulan yang diperoleh dari 

basil analisis pembahasan pada bab IV dan menyampaikan saran-saran 

yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja Direktorat Jenderai 

Mandikdasmen dalam meningkatkan kualitas Penyusunan Laporan 

Keuangan dalam penerapan Sistcm Akuntansi Instansi sehingga sesuai 

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 
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2.1. Laporan Keuangan 

BABll 

LANDASAN TEORI 

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas sumber 

daya ekonomi yang dimlliki oleh suatu entitas.Laporan keuangan yang diterbitkan 

harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar Iaporan keuangan 

tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau 

dibandingkan dengan la.poran keuangan entitas yang lain, 

Sebagaimana yang telah dijelaskan. bahwa agar laporan keuangan dapat 

lebJh berdaya guna, dapat dimengerti dan dapat dipertimbangkan serta tidak 

menyesatkan, perlu ditetapkan suatu kernngka dasar konsep dan prinsip alruntansi 

yang lazim (Genenzlly Accepted Accounting Principles) yang digunakan sebagai 

pedoman untuk mcnyiapkan laporan keuangan.. Tanpa adanya suatu standar. 

propesi ak:untansi yang penuh dengan tC!jadinya bahaya penyhnpangan,. sahib 

penafsir:an. "ketidak tepatan, akan mengakibatkan para akuntan dan perusahaan 

harus mengembangkan teori dan prosedur prakteknya sendiri Situasi ini akan 

menghamskan para pembaca !apon:m dari setiap perusahaan tertentu. Hal ini 

berakibat lapornn keuangan kehilangan daya bendingnyaj sebagai sumber 

informasi untuk kemajuan masa depao. Untuk mengatasi babaya inilah, profesi 

akuntansi telah mengesahkan suatu perangkat standar dan prosedur urnum yang 

disebut prinsip~prinsip alruntansi yang diterima umum. 

Laporan keuangan disa.jikan kepada para stakeholder (pemangku 

kepentingan) bukan untuk mempersulit dan membingungkan 

pembacanya,melainkan untuk membantu mereka dalam mengambil keputusan 

sosial,politik dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil akan lebih 

berkualitas dan tepat mengenai sasaran. Laporan keuangan yang dipubiikasikan 

dalam media massa sama seperti berita lainnya merupakan informasi yang sangat 

berguna dan mudah dicema,Sehingga laporan keuangan bukan satu-satunya 

sumber infonnasi yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan 

keputusan.Terdapat ioformasi selain informasi akuntansi yang juga sangat 

membantu, misalnya Japoran statistik,proyeksi,prospektus dan lain-lain.Berikut ini 
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akan dibicarnkan secara lebih menda.l.'lln rnengenai pengertian laporan 

keuangan,tujuan dan manfaat Iapornn keuangan dan unsur/jenis laporan keuangan. 

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Pcngcrtian dari laporan keuangan dapat ditemukan dari bcrbagai macam 

referensi dibawah ini, 

Pengertian Laporan Keuanga:n menurut Pemyataan Standar Ak:untansi 

Keuangan (PSAK) Nomor l (Revisi !998) pada parngmf 7 teroitan lkatan 

Akuntan Indonesia (IA1) menyatakan bahwa Laporan Keuangan merupakan 

bagian dari proses pclaporan keuangan.Laporan Keuangan yang lengkap terdiri 

dari kmnponen-lromponen berikut: a) neraca; b) laporan laba-rugi;c) lapomn 

perobahan ekuitas; d) Japoran arus kas; dan e)catatan atas laporan keuangan, 

Menumt Kieso,Weygandt,Warfield dalam bukunya Intermediate 

Ae<:ounting(llth edition) yailu: 

"Report that measures tl1e succes of enterprise operations for a given period of 

time. "(Kieso, WeyganJ) 

Sedangkan menurut International Federation of Accountants)2007 dalam 

bukunya International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) adalah : 

"Stn1ctured Representation of the financial position of and the transaclton U!lder 

taken by entity. "(IPSAS) 

Menurut Sawir A(2001) laporan keuangan adalah media yang dapat 

dipakai unluk meneliti kondisi kcsehatan perusahaan yang tetdiri dari a)neraca; 

b)perhitungan laba rugi; c)ikhtisar laba ditahan; dan e) Japonm pOSisi keuangan. 

Namun menurut Hamanto(1984) mendefmisikan laporan keua:ngan 

meropakan basil dari proses akuntansi, yang metiputi a)neraca; b)perhituogan rugi 

laba ;c) lab a vang ditahan.;d) laporan perubahan posisi keuangan serta d) catatan 

atas laporan keuangan .. 

Sedangkan menurut Sofyan Syafri(l997) 1aporan keuangan berisi hat-hal 

sebagaiberikut 

a) Daftar neraca yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada satu 

tanggal tertentu .Neraca menggambarkan posisi harta,utang dan modal pada 

tanggal tertentu, 
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b) Perhitungan laba rugi yang menggambarkan jumiah hasil,biaya,laba/rugi 

perusahaan pada suatu periode tertentu.Laba rugi menggambarkan basil yang 

diterima perusabaan selama suatu periode tertentu serta biaya-biaya yang 

dikeluarkan untuk mendapatkan basil tersebut serta labanya, 

c) Lapornn dan sumber penggunaan dana.Di sini dimuat swnber dana dan 

pengeluaran perusahaan selama satu periode.Dana bisa diartikan kas bisa 

juga modallrerja. 

d) Laporan Arus Kas. 

Laporan ini merupakan Ikhtisar Arus Kas masuk dan Arus Kas keluar yang 

dalam fonnat laporannya dibagi dalam kelompok-kelompok kegiatan operesi 

kegiatan investasi dan kegiatan pembiayaan. 

Menurut Munawir (2000) mengatakan bahwa pada dasamya laporan 

keuangan adalah basil dari proses akuntaosi vang dapat digunakan sebagai alat 

untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan 

dengan pihak-pihak vang berkepentingan dengan atau aktivitas perusahaan 

tersebut. 

Sedangkan menurut lndra Bastian (2007) bahwa Laponm Keuangan 

adalah basil akhir dari proses akuntansi sebagai basil akhir dari proses akuntansi 

,laporan keuangan menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan 

keputusan oleh bc:rbagai pibak yang berkepentingan.Laporan Keuangan 

rnenggambarkan pencapaian kinelja dari a)program dan kegiatan;b)kema.juan 

realitas dari pencapaian target pendapatan ; c) penyerapan belanja; dan d) 

pembiayaan. 

Dari kutipan di atas penulis menarik suatu kesimpulan bahwa Laporan 

Keuangan yang lengkap terditi dati komponen-komponen berikut: a) neraca; b) 

laporan laba-rugi;c) laporan perubahan ekuitas; d) laporan arus kas; dan c)catatan 

alas lapornn keuangan.(PSAK 1 paragrnf07). 

2.1.2 Tujuan dan Manfaat Laporan Keuangan 

2.1.2.1 Tujuan Laporan Keuangan 

Tujuan !aporan keuangan menurut berbagai sumber dapa:t kita lihat 

penjelasan dibawah ini. 
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Prinsip Akuntansi Indonesia (1984) menyatakan bahwa tujuan laporan 

keuangao itu adalan : 

1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat diperoaya mengenai ak.tiva 

dan kewajiban serta modal suatu pernsahaan. 

2. Untuk memberikan infonnasi yang dapat dipercaya mengenai peruhahan 

dalam aktiva netto(aktiva dikurangi kewajiban suatu perusahaan yang thnbul 

dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba. 

3. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat membantu para pemakai 

laporan keuangan di dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan 

laba. 

4. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perobahan dalam 

aktiva dan kewajiban suatu perusabaan,seperti informasi mengenai aktivitas 

pembJayaan dan investasi 

5" Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan 

dengan iaporan keuangan yang relevan untuk kebutuban peroakai laporan 

sepcrti infonnasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan. 

APB Statemen Nomor 4 (AICPA) menggambarkan tujuan laporan 

keuangan dengan membaginya menjadi dua yaitu: 

l. Tujuan umum 

"Menyajikan laporan posisi keuangan ,ltasil usaha dan perubahan pasisi 

keuangan secara nrajar sesuai prinsip akuntansi yang diterima. " 

2. Tujuan khusus 

"Memberikan irrformasi tcntang kekayaan,kewajiban,kekayaan 

bersih,proyeksi laba,pernbahan kekayaan dan kewajiban serta informasi 

lainnya yang relevan. " 

Menurut Financial Act;ounting Standars Board (F ASB) dalam Statement of 

Financial Accounting Concept Nomor 1 rnerumuskan tujuan laporan 

keuangan adalah sebagai berikut ; 

a. "The first objective of financial reporting is to provide information that is 

useful in making business and economic decisions. Users of financial 
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information are devided into internal and external groups,lnternal users 

include management and directors of business enterprise.External users 

include both individuals who have or intend to have a direct economic 

interest in business and those who have an indirect interest. These users 

include owners, lenders, suppliers, potential investors and creditors, 

employees,customers,Financialanalystsandadvi.sors,hrokers,underwriters,sto 

ckexchanges,lawyers,economicsts,taxingauthoritie.s,reguiatmy(Juthorities,ieg 

isiatorsjinancial press and reporting agencies, labonmions, trade 

associations, business researchers, teachers. students and the public. 

b. 11re second objective of financial reporting is to provide understandable 

Information that will aid investors and creditors in predicting the future cash 

flows of the firm.Investors and creditors want information about cash flows 

because the expectation of cash flows afficts a firm's ability to pay interS"! 

and dividends. which in turn affects tlre market price of that firm 's stock and 

bonds. 

c, The third objective of financial reporting is to provide information relative to 

an enterprif!s's economic resources, the claims to the resources (obligations) 

and the effects of transactions, events an circumstances that change resources 

and claims to the resources "(GAAP,2002:21-22). 

Tujuan Laporan Keuangan menurur PSAK Nomor J paragraf 12 adalah 

menyediakan lnformasi yang menyangkut posisi keuangan,k:inelja serta perubahan 

posisi keuangan suatu perusabaan yang bermanfaat bagt sejumlah besar penggun.a 

dalam pengambilan keputusan ckonomi 

Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan 

bersarna sebagian besar pengguna,Namun demikian1laporan keuangan tidak 

menyediakan semua infonnasi yang mungk.in dibutuhkan pengguna dalam 

pengambilan keputusan ekonomi karena secarn umum mcnggambarkan pengaruh 

keuangan dari kejadian di masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan 

infonnasi nonkeuangan.(PSAX Nomor 1 paragraf I3) 

Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang tclah dilakuk.an 

manajemen(stewardship) atau pcrtanggungjawaban manajernen atas sumber daya 
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yang dipercayakan kepadanya.Pengguna yang ingin menilai apa yang telab 

dilakukan atau pertanggung jawaban manajemen berbuat demikian agar merek:a 

dapat membuat keputusan ekonomi;keputusan ini mencakup,misa!nya keputusan 

untuk menahan atau menjua.l investas1 rnereka dalam perusahaan atau keputusan 

Wltuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.(PSAK No I paragraf I 4). 

Dernikianlah beberapa pendapat tentang tujuan Japoran 

keuangan.Tampaknya saling berbeda tetapi justru saling mengisi dan semuanya 

menggambarkan tujuan yang akan dicapal suatu lapornn keuangaR 

2.1.2.2 Manfaat Laporan Keuangan 

Manfaat Iaporan keuangan seperti yang dimuat dalam Kernngka Dasar 

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan(PSAK Nomor 1 paragraf 12) 

adalah mempunyai tujuan memberikan infonnasi yang menyangkut posisi 

keuangan,kinerja serta peruba.han posisi keuangan suatu perusahaan yang 

bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan 

ekonomi.Manfaat yang besar bagi sejumJah bcsar pemakai tidak diartikan bahwa 

laporan keuangan akan memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk 

mengambil kcputusan ekonomi karena pada dasamya menggambarkan pengaruh 

keuangan dari kejadian di masa Jalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan 

informasi non keuangan. 

Menuntt Simangunsong (2003) dalam buk:unya Dasar-Dasar Akmllansi 

Keuongan bahwa 1aporan keuaugan bernmnfaat terutama bagi ; 

a. Pernilik Perusabaan : 

Untuk pemilik perusahaan laporan .laba-rngi sangat berguna untuk 

mengetahul: 

- besamya pendapatan; 

besaroya beban usaha; 

besamya laba/rugi (selisih pendapatan) dengan beban usalm. 
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Informasi tersebut bagi pemilik perusahaan adalah sangat perlu untuk 

keperluan: 

Meningkatkan efisiensi pacta masa-masa yang akan datang dengan 

meningkatkan penghasilan pacta masa yang akan datang dan 

mengurangi beban usaha pacta masa yang akan datang. 

Menyusun strntegi pacta masa yang akan datang 

Sedang laporan neraca sangat berguna bagi pemilik perusahaan untuk : 

mengetahui nilai harta,hutang dan modal pada saat 

tertentu 

mengetahui perkembangan dengan membandingkan 

neraca dalam periode atau lebih. 

b. Petugas Pajak (Pemerintah) 

Dasar untuk menetapkan besar kecilnya pajak perusahaan adalah labalrugi 

perusahaan.Untuk keperluan menetapkan pajak diperlukan laporan labalrugi 

yang benar dan tepat waktu. 

c. Pemberi Kredit (Bank) 

Sebelum memutuskan apakah permohonan kredit dari suatu perusahaan 

dikabulkan atau ditolak,pihak Bank harus lebih dahulu mengetahui 

kemampuan yang bersangkutan membayar angsuran pinjaman serta bunga 

tepat pacta waktunya.Mengetahui perkembangan perusahaan dari satu peride 

ke periode berikutnya.Ini dapat diketahui dari laporan Neraca dan Rugi-Laba. 

d. Bagi Masyarakat. 

Dalam menginvestasikan modalnya masyarakat akan lebih dahnlu 

mengetahui : 

Kemungkinan basil investasi yang akan diperoleh 

Perkembangan perusahaan 

I ni semua dapat diketahui dari laponm keuangan perusahaan mulai sejak 

periode akuntansi berdirinya perusahaan sampai saat akan diadakannya 

investasi ke dalam perusahaan terse but. 

Menurut kerangka konseptual dalam Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa 

setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya 
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yang teiah dllakukan serta basil yang dicapai daiam peJaksanaan kegiatan secara 

sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: 

(a) AkuntabiHtas 

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumbcr daya serta pelaksanaan 

kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pefaporan dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan secara periodik 

(b) Manajemen 

Membantu para pengguna untuk rnengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu 

entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi 

perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asct, kewajiban. dan 

elruitas dana pcmerintah untuk kepentingan masyarakat. 

(c) Transparansi 

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat 

berdasarkan pertimbangan hahwa masyarnkat memilik.i hak untuk mengetahui 

secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam 

pengelolaan i'I'Umber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada 

peraturan perundang- undangan. 

(d) Keseimbangao Aotargenerasi (lntergeneratU.mu/ equity) 

Membantu para pengguna dalam mengeta:hui kecukupan pencrimaan 

pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran 

yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan 

ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. 

Menurut kerangka konseptual SAP informasi Iaporan keuangan yang relevan 

dapat dihubu.ngkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan 

adalah: 

(a) Memilik.i manfaat umpan balik (feedback value} 

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi 

ekspektasi mereka di masa lalu. 

(b) Mcmiliki manfaat prediktif (predictive value) Informasi dapat membantu 

pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasii masa 

lalu dan kejadian masa kini. 
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(c) Tepat waktu 

Infonnasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna 

dalam pengambilan keputusan. 

(d) Lengkap 

Infonnasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu 

mencakup semua informasi aku.utansi yang dapat mempengaruhi pengambilan 

keputusan. Infu.rmasi yang melatarheJakangi setiap butir informasi utama yang 

termuat daiam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeiiruan 

da1am penggunaan informasi tersebut dapat dicegah 

Berdasarkan informasi diatas dapat disimpulkan secara spesiflk,manfaat 

penyajian laporan keuangan adalah: 

1. Membcrikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi 

kesebatan keuangan pemerintah terkait dengan likuiditas dan solvabiiitas; 

2. Memberikan infonnasi keuangan untuk menentukan dan meooprediksi kondisi 

ekonomi pemerintah dan perubahan~perubahan yang te1ah dan akan teljadi; 

3. Memberikan infonnasi keuangan Wltuk mernonitor kine!ja,kesesuaian dengao 

peraturan perundang-undangan,kontrak yang telah disepakati dan ketentuan 

lain yang disyaratkan; 

4. Memberikan informasi untuk peceru;:anaan dan penganggaran; 

5. Memberikan informasi untuk mvngevaluasi kinelja material dan 

organisasional : 

a. untuk: menentukan biaya program ,fungsi dan aktivitas sehingga 

memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan kriteria yang 

telah ditetapkan1membandingkan dengan kinerja periode-periode 

sebelumnya dan dengan kinelja unit yang lain; 

b. untuk mengcvaluasi tingkat ekonomi,cfisiensi dan efektivitas 

operasi,program,aktivitas dan fungsi tertentu di dalam pemerintahan; 

c. untuk mengevaluasi basil (outt;:Qtne) suatu program ,aktivitas dan fungsi 

serta efektivitas terhadap pencapaian tujuan dan target; 

d. untuk mengevaluasi tlngkat pemerataan dan keadilan (equity & equality). 
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2.1.3 Unsur/Jenis Laporan Keuaogan 

Laporan keuangan ada berbagai jenis,ada Japoran keuangan untuk: 

kepentingan intern dan ada untuk kepentingan ekstern,Prinsip akuutansi didesain 

untuk kepentingan ekstem.Karena Japoran keua.ngan untuk ekstern itu bersifat 

publik sehingga haros memiliki proteksi perHndungan masyarakat .Dan media 

perlindungannya adalah Prinsip Akuntansi.Prinsip Akuntansi oleh pemerintah 

dilegitimasi siapa yang berhak menelurkarutya.Di Indonesia !AI ( Ikatan Akuntan 

indonesia) dan di USA F ASB (Financial Accounting Standard Board ).Prinsip 

akuntansi merupakan pedoman menyusun laporan keuangan untuk publik. 

Adapun jenis la:poran keuangan yang lazim dikenal adalah 

Neraca,Laporan Laba!Rugi atau basil usaha,Laporan Arus Kas dan Laporan 

Perobahan Posisi Keuangan. 

Menurut Sofyan Syafri {2008) dalam bukunya Analitis Kritis Atas 

Laporan Keuangan bahwa jenis laporan keuangan berisi hal-hal sebagai berikut: 

1. Daftar Neraca yang menggambarkan posisi kcuangan perusahaan pada suatu 

tanggal tertentu. 

2. Perhitungan Laba!Rugi yang menggambarkan jumlah hasiLBiaya dan 

Laba!Rugi perusahaan pada suatu periodc tertentu. 

3. Laponm Arus Kas.Di sini digambarkan sumber dan penggunaan kas dalam 

suatu periode. 

4. Laporan perubahan modaJ,menjelaskan perubahan posisi modal balk saham 

dalam PT atau Modal dalam perusahaan perscroan. 

5. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana.Di sini dimuat sumber dan 

pengeluaran perusabaan selama satu periode. 

6. Laporan Laba Ditahan,menje1askan posisi laba ditahan yang tidak dibagikan 

kepada pernilik saham. 

7. Laporan barga pokok produksi yang mcnggambarkan berapa dan unsur apa 

yang diperhltungkan dalam harga pokok produksi suatu barang. 

8. Dalam suatu kajian dikenal Lapornn Kegiatan Keuangan.Laporan ini 

menggambarkan transaksi Iaporan keuangan perusahaan yang mempengaruhi 
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ka:s atau ekuivalen kas.Laporan ini jarang digunakan.Laporan ini meropakan 

rekomendasi Trueblood Committe Tahun 1974. 

Menurut buku Akuntansi Keuangan lvfenengah karya Sugiarto terdapat empat 

jenis laporan keuangan utama, yakni a)neraca (la.poran perubahan posisi 

keuangan); b)JapOrnn laba rugi; c)lapenm perubaban ekuitas dan e)laporan arus 

kas. Pelaponm keuangan (financial reporting) mencakup tidak hanya laporan 

keuangan, tetapi juga media-media lain yang dapat digunakan untuk 

mengomunikasikan informasi baik yang secam langsung maupun tidak langsung 

berhubungan dengan proses akuntansi. Mlsa1nya, laporan tahunan kepada para 

pemegang saham tidak banya berisi laporan keuangan utama. seperti tercantum di 

atas, tetapi juga infoimasl lain, seperti msi<rrasio keuangan yang dianggap 

penting, ikhtisar jumlah atau saldo rekening·rekening tertentu. 

Pada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa unsur 

Lapora.n Keuangan adalah : 

l. Laporao Realiasi Anggaran 

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan 

pcmakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, 

yang menggambarkan perbandingan anl.ara anggaran dan realisas.inya dalam 

satu periode pelaporau. 

Unsur yang dicakup secara langsung oleb Laporan Realisasi Anggaran terdiri 

dari pendapatan, belanja, transfer1 dan pembiayaan. Masing- masing unsur 

didefinisikan sebagai berikut : 

a. Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh Bcndahara Umum 

Negara!Bendahara Umum Daerah atau oieb entitas pemerintah lainnya 

yang menambah ekuitas dana lancar daJam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tldak perlu dibayar 

kembali oleh pemerintah. 

b. Pendapatan (basis akrual} adalah hak pemerintah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih. 

c. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum 

Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar 
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dalam periode tahun anggarnn bersangkutan yang tidak akan diperoleh 

pembayarannya lrembali oleh pernerintah. 

d. Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih. 

e. Transfer adalah penerimaan/penge[uaran uang dari suatu entitas 

pelapornn darilkepada entitas pelaporan lain, termasuk dana 

perimbangan dan dana bagi hasil. 

f Pcmbiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar 

kembaii danlatau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 

tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, 

yang dafam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk: 

menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. 

g. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan 

basil divestasi. Pengeluaran pemblayaan antara lain digunakan untuk 

pcmbayaran kembali pokok pinjaman,. pemberian pinjaman kepada 

entitas Jain, dan penyertaan modal oleh pemerintab. 

2.Neraca 

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai 

aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu, Unsur yang dicakup 

oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ek:uitas dana. Masing-masing 

unsur dldefinisikan sebagai berikut : 

a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai danlatau dimiliki oleh 

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat 

ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh. baik 

oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan 

uaog, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk 

penyediaan jasa bagi masyarakat wnum dan sumber- sumber daya yang 

dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 

b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa ma.sa lalu yang 

penyelesaiannya mengakibatkan alinm keluar sumber daya ekonomi 

pemerintab. 
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c. Ekuitas Dana adalah kekayaan bers:ih pemerintah yang merupakan selisih 

antara aset dan kewajiban pemerintah. 

3. Laporao Arus Kas 

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas 

operasionai, investasi aset non keuangan. pembiayaan, dan transaksi non­

anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluanm, dan 

saldo akhlr kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. 

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan 

pengcluaran kas, yang rnasJng-masing didefinisikan sebagai berikut: 

a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum 

Negam!Daerah. 

b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara 

Umum Negara/Daerah. 

4. Catatan Laporan Keuangan 

Catatan at.as Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari 

angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan 

Arus Kas. Catatan atas Laponm Keuangan juga mcncakup informasi tenta11g 

kc:bijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi 

lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk: diungkapkan di dalam Standar 

Akuntansi Pc:merintahan serta ungkapan- ungkapan yang diperlukan untuk 

menghasil.kan penyajian faporan keuanga.n secara wajar. Catatan atas Laporan 

Keuangan menguogkapkan hal-hal sebagai berikut 

a.. Menyajikan informa.si tentang kebijakan fiskal!keuangan, ekonomi makro, 

pencapaian target Undang~undang APBN/Perda APBD, berikut kendala 

dan hambatan yang dibadapi dalam pencapaian target; 

b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinel)a keuangan selama tahun pelaporan; 

c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan 

kebijakan-kebijakan akuntansi yang dlpilih untuk diterapkan atas 

transak:si-tra.nsaksi dan kejadian~kejadian penting lainnya; 

d. Mengungkapkan i,nfonnasi yang diharuskan oleh Standar Akuotansi 

Pemerintahan yang belum dlsajikan pada lembar muka (on the face) 

laporan keuangan; 
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e. Mengungkapkan infonnasi untuk pos--pos aset dan kewajiban yang timbul 

sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan bebmja 

dan rekonsiiiasinya dengan penerapan basis kas; dan 

f. Menyediakan infonnasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang 

wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka (on the face) laporan 

keuanga.n.. 

2.2 Laporan Kinerja Keuangan 

Sebe[um tiga paket UU Keuangan Negara terbit, laporan kcuangan yang 

disyaratkan untuk disampaikan oleh pemerintah kepada DPR alau DPRD adalah 

Perhitungan Anggarnn Negara (PAN) dan Nota PAN atau Perhitungan APBD dan 

Nota Perhitungan APBD (Simanjunta~ 2005). Pada level instansi, seJain 

memberikan sumbangan untuk penyusunan PAN a tau Nota PAN, setiap instansi 

menyusun 1aporan tahunan (annual r<~pcrt)- Dalam laporan tahunan, umumnya 

yang dilaporkan adalah rencana dan realisasi Daftar Isian Kegiatan (DIK) maupun 

Daftar Isian Proyek (DIP) baik dalam pengertian kegiatannya maupun dalam 

jumlah uangnya. Kemudian lapornn juga mencakup sumber daya yang dimiliki 

pada awal tahun, perubahan-perubahan. dan saldo akbir tahun. Sumber daya yang 

dilaporkan umumnya meliputi sumber daya manusia, sarnna, prasarana maupun 

perkembangan dalam Iingkungan ekstemaL 

Setclah adanya refonnasi keuangan negara, UU 17/2003 tenlang Kcuangan 

Negara mensyaratkan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan 

pemerintah yang disusun dengan mcngikuti standar akuntansi pemerintahan. 

Penyampaian laporan keuangan tersebut dalam rangka mewujudkan transparan.si 

dan akuntabiiitas pengeJolaan keuangan negara. Daiam Pasal 30 disebutkan 

bahwa laporan keuangan rersebur n-etidak-tidaknya meiiputi Laporan RealisasJ 

APBN, Neraca, Laporan Atus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang 

dilampiri dengan lapomn keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 (PP 2412005) tontang Standar 

Akuntansi Pernerintahan, selain empat jenis laporan keuangan tersebut (yang 
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disebut dengan laporan keuangan pokok), entitas pelaporan dapat mcnyajikan 

Laporan Ki!!_erj! Kel!_l!_~!ian _9~n.J~po~ P.i.!.~~~af!_!~:kui~: 

Penjelasan pasal 31 UU 17/2003 menyatakan bahwa Laporan Rcalisasl 

Anggaran sclain menyajikan roalisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan 

prestasi keija setiap kementerian negarallembaga. Sedangkan pada Kerangka 

Konseptual Akunlllnsi Pemerintaban (PP 2412005), Laporan Realisasi Anggaran 

menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang 

dikelo1a ofeh pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran 

dan realisasinya. Unsur yang dicakup daJam laporan tersebut meliputi pendapatan, 

belanja, transfer, dan pembiayaan. Mcmang dalam Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tcntang Laporan Rea1isasi Anggaran 

menyebutkan bahwa manfaat informasi realisasi anggaran antara lain adalah 

menyediakan informasi bagi pengguna laporan bahwa perolehan dan penggu:naan 

sumber daya ekonomi telah dilakukan secara efisien, efektif, dan hemat. 

Pada PP 2412005 pemyataan yang lebih tegas berkaitan dengan prestasi k:eJja 

atau kinetja antara Jain dapat ditemukan pada: 

a, Catatan atas: Laporan Keuangan 

Pada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan disebutk:an bahwa 

laporan ini meliputi penjelasan atau rintian dari angka-angka yang disajikan 

dalam laporan keuangan pokok, antara lain dapat menyajikan ik.htisar pencapaian 

kineija keuangan sclan1a tahun pelapornn. Pada PSAP Nomor 04 tentang Catatan 

atas Laporan Keuangan disebutkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran 

merupakan laporan pokok yang mempunyai hubungan atau referensi silang dalam 

Catatan atas Laparan Keuangan, yang harus mengikbtisarkan indikator dan 

pencapaian kinclja kegiatan operasional yang berdimensi kcuangan. PSAP Nomor 

04 juga mengakui bahwa pengguna laporan keuangan pemerintah tidak hanya 

tertarik dari segi perubahan aset bersih pemerintah (atau laba/ bottom line pada 

peru.'mhaan swasta) tetapi juga sangat tertarik pada kinerja pemerintah dalam 

perbandingan dengan target yang telah ditetapkan. 
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Dalam PSAP Nomor 04, keberhasilan pern:apaian IUnCJja dapat diketalrui 

berdasarkan tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas. TJngkat efisiensi diukur 

dengan membandingkan antara keluaran (output) dengan masukan (input). 

Sedangkan tingkat efektivitas diukur dcngan membandingkan antara hasH 

(outcome) dengan target yang telah ditetapkan. Pembahasan kinetja keuangan 

juga hams dikaitkan dcngan tujuao clan sasaran dari rencana sttategis pemerlntah 

dan indikator yang digunakan hams sesuai dengan peraturan perundangan­

undangan yang berlaku. 

Ikhtisar pembahasan kineJja keuangan dalam Catatan ini harus (1) 

ntenguraikan startegi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan, (2) 

menggambarkan dengan jelas rencana dan realisasi kinerja keuangan, {3) 

menguraikan prosedur yang disusun dan dija1ankan oleh manajemen berkaitan 

dengan informasi kineJja keuangan. 

3e1anju!nya, pembabasan mengenai kinerja keuangan harus (I) meliputi 

basil positif ruaupun negatif, {2) menyajikan data historis yang relevan, (3) 

rnernbandingkan basil dengan tujuan dan rencana. dan (4) menjelaskan mengenai 

indikator, hasil, dan perbedaan antara hasil dengan tujuan a tau rencana. 

Lebih lanjut disebutkan bahwa Catatan ini dapal menyajikan penjelasan 

dan hambatan yang ditemui apabila suatu entitas belurn dapat mcncapai target 

yang ditetapkan, misalnya jumlah unit pembangunan sekolah dasar yang belum 

mencapai target 

b. Laporan KineJja Keuangan 

Pada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan paragraf 76 

dlsebutkan bahwa Japonm ini adalah laporan rea1isasi pendapatan dan belanja 

yang disusun berdasarlam basis akruat Dalam laporan tersebut disajikan 

infurmasi tentang pendapatan operasionaJ, belanja, dan pMgungkapan surplus 

atau defisit. Pada PSAP Nomor 0 I ten tang Penyajian Laporan Keuangan 

disebutkan bahwa anaiisis datam laporan ini dapat digolongkan menurut 
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klasiftkasi ekonomi (misalnya beban penyusutan, beban gaji dan tunjangan 

pegawai, dan sebagainya) atau kJasiftkasi fungsi (berdasarkan program), 

Memperhatikan uraian di atas, dengan demikian tampak bahwa pelapotan 

kinelja discdiaka.n tempat yang cukup dalam Catatan atas Laporan Keua:ngan. 

Meskipun istilah yang dipakai adalah kine~a keuangan, yaitu kineJja kegiatan 

operasional yang berdime:nsi keuangan, ternyata dalam PSAP Nomor 04, istilah­

istilah dan mekanisme yang dipakai mlrip dengan sistem yang ada dalam LAKlP 

sebagaima:na diuraikan dalam bagian B makalah ini. Berkaitan dengan Laporan 

Kinelja Keuangan, sayang belum ada PSAP khusus yang mengatur, sehingga 

tidak dapat diketabui Jebih jauh bagaimana hubungan antara LAKIP dengan 

Laporan Kinetja Keuangan. Meskipun demikian, dari Catatan atas Laporan 

Kcuangan dapat diindikasikan bahwa Laporan K.ineija Keuangan tampaknya juga 

rnemberik:an informasi kinetja sebagaiman.a dimaksud daiam LAKlP. 

Sedangkan rujuan penilaian kinerja (Mulyadi, 1997) edalah: 
11 Unluk memotivasi karyawan dalam mencapai sa.saran organisasi dan dalam 

mematuhi standar prilaku yang Ielah ditetapkan sebelumnya agar 

membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Standar prilaku dapat 

berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam 

anggaran, 11 

Penilaian kinetja dilakukan untuk .menekan prUaku yang tidak semestinya 

dan untuk merangsang dan menegakkan pri1aku yang semestinya diinginkan 

melalui umpan balik basil kinerja dan waktu serta penghargaan baik yang bersifat 

instrinsik maupun ekstrinsik. 

Menurot Prieto and Revilla (2.006) dalam penelftiannya menggunakan 

pengukuran kineija keuangan dan non keuangan. Kinetja keuangan ditunjukka:n 

o1eh return on sales~ profitabilitas, pertumbuhan penjuala~ perbaikan 

produktivitas kelja, dan perbaikan blaya produksi Sedangkan kinelja non 

keuangan diukur dengan kepuasan pelanggan, pertumbuban pelanggan, kepuasan 

karyawan, kualitas praduk dan jasa serta reputasi perusahaan. 
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Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tabun 2005 tanggal 13 Juni 2005 

tentang SAP daiam Ker&ngka Konseptual Akuntansi Pemerintahan paragraf 76 

bahwa: 

"Laporan Kinerja Keyangan adalah Japoran realisasi pendapatan dan belanja 

yang disusun berdasarkan basis akrual. Dalam iaporan dimaksud, perlu 

disajikan itifonnasi mengenai pendapatan operasional, be}anja herdasarkan 

klasifikasifimgsional dan ekonomi, surplus atau defisit". 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tcntang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah mendefinisikan kinerja sebagai : 

"Keluaranlhasil dari kegiatan!program yang hendak atau teiah dicapai 

selrubungan dengan penggunaan anggaran dengan !manti/as dan laialitas 

ten1kur. " 

Unsur-unsur laporan kinerja keuangan menurut IPSAS terdiri atas: 

a. pcndapatan kegiatan operasuonal 

b. surplus/defisit dari kegiatan operasional 

c. biaya pemblayaan (finance cost) 

d. hak atas surpius/defisit dari invcstasl yang menggunakan metode ekuitas 

e. extraordinary item 

f. hak minoritas (miniority interest) atas surplus!defisit 

g, surplus/defisit bersih untuk tahun beljalan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalnm Laporan Kinerja Keuangan perlu 

disajikan informasi mengenai pe.ndapatan operasionat belanja berdasarkan 

kJasifikasi fungsional dan ekonomi, dan surplus atau defisiL Fungsi dari laporan 

surplus/defisit adalah memprediksi arus kas yang akan datang Sedangkan laporan 

kinexja didefinisikan sebagai ikbtisar yang menjelaskan secara ringkas dan 

lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana ketja yang 

ditetapkan dalam rangka pel•ksanaan APBN . 

Universitas lndDnesla 

Evaluasi penyusunan..., Koeni Pudyastuti, FE UI, 2008



25 

Sesuai dengan Basis Akuntans:i yang dianut dalam SAP ,maka gambaran 

kinerja,tercermin dalam LRA,yang mengemukak:an dasar Cash dan Neraca yang 

menggunakan dasar accrual. Gabungan kedua peraturan ini disebut dengan Basis 

Cash Toward Accrual. 

Laporan kinetja keuangan (statement of financial performance) merupakan 

salah satu laporan keuangan entitas akuntansl yang dihasiJkan menggunakan basis 

akrual.Sehingga laporan kinetja keuangan merupakan lapomn keuangan yang 

menggambarkan kegiatan operasional sualu entitas selama periode tertentu. 

Dalam laporan ini akan terlihat pendapatan yang diperoleh oleh suatu entitas: serta 

biaya dalam nmgka perolehan pcndapatan tersebut.Laporan ini dapat juga 

dipersamakan dengan laporan pendapatan dan belanja (statement of revenues and 

ro;pe.nses).laponm laba rugi (statement profit and loss) atau laporan operasional 

(operating statement). 

2.3 Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) 

Catatan atas Laporan Keuangan meropakan unsur lapomn keuangan yang 

disusun secara manual yang menjclaskan elemen~elemen informasi yang ada di 

Neraca dan Laporan Realisasi ltnggaran (sumber 1\dodul Sistem Akuntansi 

keuangan)-

2.3.1 Manfaat dan Tujuan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2005 

tanggal 13 Juni 2005 Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan Nomor 04 

tentang catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) bahwa : 

a, Manfaat Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah: 

Untuk memenuhl kebutuhan pengguna akan in:furmasi akuntansi keuangan 

yang lazim. Yang dimaksud dengan pengguna adaJah masyarakat, legisJatif, 

lem.baga pengawas, pemeriksa, piha.k yang memberi atau berperan dalam 

proses donasi, investasi, dan pinjaman serta pemerintah. 
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b. Tujuan Catatan Atas Laporan Keuangan {CaLK} adalah agar: 

I. Laporon keuangan mudah difaharni 

2. Menghindari salah paham (misleading) 

3. Pemahaman mendalam melalui pengungkapan setiap pos penting 

4. Mampu menjawab bagaimana perkembangan kondisi keuangan 

entitas. 

2.3.2 Infonnasi yang disajikan dalam CaLK 

Catatan Atas Laporan Keu.angan (notes to financial statement) 

dimaksudkan agar laponm keuangan dapat dipahami o!eb pembaca secara 

luas,tidak banya untuk pembaca tertentu,ataupun manajemen entitas 

pelaporan.Hal ini disebabkan karena lapor.m keuangan mempunyai potensi 

kesaiahpahaman di antara pembacanya,sehingga diperlukan adanya catatan atas 

laporan keuangan yang berisi informasi yang memudahkan pembaca dalam 

memahami laporan keuangan. 

Catatan Alas Laporan Keuangan hams disajikan secara sistematis.Setiap 

pos yang dilaporkan dalam laporan realisasi,nernca dan laporan arus leas harus 

mempunyai referensi si!ang dalam catatan atas laporan keuangan.Dalam catatan 

atas laporan keuangan tersebut disajikan penjelasan rinci atas pos yang dilaporkan 

dalam laporati keuaogan1 te~masuk infonnasi yang diharuskan dan dianjurkan o1eh 

Pemyataan Standar Ak:untansi Pemerintab. 

Menurot IPSAS,catatan aws laporan keuangan harus: 

a, Menyajikan jnformasi mengenai dasar pembuatan laporan keuangan dan 

kebijakan akuntansi yang dianut 

b. Menyajikan infurmasi yang diwajihkan oleh standar dimana informasi tersebut 

tidak dapat disajikan dalam laporan keuangan. 

c. Menyajikan informasi tambahan yang tidak dapat disajikan dalam laporan 

keuangan tetapi dibutuhkan untuk mempeljelas Japoran keuangan. 
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Namun Deddi Nordiawan.Iswahyudi dan Maulidah dalam buku yang 

beljudul Akuntansi Pemerintahan (2007) menjelaskan bahwa menurut PP 24 

Tahun 2005, catalan atas laporan keuangan sekurang-kumngnya disajikan dengan 

susunan sebagai berikut : 

L Infonnasi tentang kebijakan fiskal lk:euanganjekonomi makro ,pencaptuan 

target Undang-undang APBN/Perda APBD;berikut kendala dan batnbatan 

yang dihadapi dalam pencapaian target Selain itu ,perlu diungkapkan juga 

perobahan anggaran yang penting selama periode beljalan dibandingkan 

dengan anggarn yang pertama kali disahkan oleh DPR!DPRD. 

2. lkhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.Pembahasan 

mengenai kinelja keuangan harus dihubungkan dengan tujuan dan sasaran dari 

rencana strategis pemerintah dan indikator sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.Pembahasan mengenai kincrja keuangan 

harus: 

a. Meliputi basil positif maupun negatif 

b. Menyajikan data hisroris yang reelevan. 

c. Membandingkan basil yang dicapai dengan tujuan dan rencana yang telah 

ditetapkan 

d. Menyaji.kan infurmasi lainnya yang diyakjni oleh rnanajemen akan 

dibutuhkan oleh pembaca laporan keuangan untuk dapat memahami 

indikator,hasi) dan perbedaan yang ada dengan tujuan atau rencana. 

3. lnforrnasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebU'akan­

kebijakan akuntansi yang dpilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan 

kejadian~kejadian penting lahmya.Secara umum, kebijakan akuntansi dalam 

catatan Japoran keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini: 

a. Entitas pelapomn 

b. Basis ak:untansi ysng mendasari penyusunan laporan keuangan 

c. Basis pengukuran yang digunakan dalam ~nyusunan laporan keuangan 
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d. Perkembangan penerapan kcbijakan akuntansi yang berkaitan dengan 

ketentuan·ketentuan rnasa tmnsisi PSAP diterapkan oleh suatu entitas 

pelapomn 

e. Kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahaml laporan 

keuangan 

4. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pemyataan Standar Akuntansi 

Pemerintah yang beium disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.Hal 

ini diperlukan apabila terdapal informasi penting yang belum atau tidak dapat 

disajikan dalam Iaporan keuangan.Informasi tersebut harus disajikan dalam 

catatan atas laporan keuangan untuk menghindari adanya kesalahan dalam 

membaca laporan keuangan, 

5. Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajibanyang timbul terkait 

penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya 

dengan penerapan basis kas.PSAP mengatur penerapan basis akruaJ unruk 

pos-pos pendapatan1belanja dan pembiayaan.Apabila suatu entitas 

menerapkan basis a.krual tersebut,maka diperlukan pengungkapan informasi 

yang cukup serta rekonsiliasi apahiia pos-pos tadi disajikan dengan basis 

kas.Rekonsiliasi ini bertujuan menyajikan hubungan antara laporan kinetja 

keuangan dengan dengan lapornn realisasi anggaran. 

6. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar tidak 

disajikan da!am lernbar muka laporan keuangan.lnformasi tersebut antara lain: 

a. Domisili dan hentuk hukum dari suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas: 

tersebut berada 

b. Penje1asan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya. 

c. Kctentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegJatan 

ope.rasionalnya, 

Catatan atas lapornn keuangan juga perlu untuk mcnyajikan beberapa 

infonnasi yang penting,yaitu : 

a. Penggantian manajemen pemerintah selnma tahun beljalan 

b. Kesalahan manajemen terdah:ulu yang telah dikoreksi oleh ma.najemen barn. 

c. Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikart pada nernca. 
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d. Penggabungan atau pemeka:ran entitas pada tahun beijalan 

e. Kejadian yang rnemiliki dampak sosial,seperti adanya pemogokan yang 

harus ditanggulangi pemerintah,benca.na alam dan lain~ lain. 

7. Daftar dan skedul tetkait pelaksanaan anggaran pemerintah. 

Sebingga dapat disimpulkan Catalan atas Laponm Keuangan (CaLK) 

dimak:sudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, 

tidak terbatas hanya pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pela.poran 

sehingga CaLK harus disajikan secara sistematis.Dan Catatan atas laporan 

keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam 

neraca,laporan laba rugi,laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas serta 

infonnasi tambahan seperti kewajiban kontinjensi dan kominnen. Catatan atas 

laporan keuangan juga mencakup infomasi yang diharuskan dan dianjwkan untuk 

diungkapkan dalam PSAK serta pengungkapon-pengungkapan lain yang 

diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar atas 

1aporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya. 

2.4 Sistem Akuntansi 

2.4.1 Definisi Sistem Akuntansi 

Sistem akuntansi,(Haward F. S!ettler,197J) adalah formulir-formulir, catatan­

catatan, prosedur-prosedur,dan atat-atat yang digunakan untuk mengolah data 

mengenai usaha suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan 

umpa.n batik dalam bentuk laporan-lapornn yang diperlukan oleh manajemen 

untuk mengawasi usahanya, dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan 

seperti pemegang sabam, kreditur, dan lembaga-lembaga pemerintah untuk 

menilai basil operasi. 

Menurut (W.Geraid Cole,l97I)sistem adalah suatu kerangka dan 

prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun dengan suatu skema 

yang menyeiuruh. untu.k melaksanakan suatu kegiatan a.tau fungsi utama dari 

perusahaan. Sedangkan prosedur adalah suatu wutan-urutan peketjaan kerani 
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(cleri~al), biasanya melibatkan adanya pelakuan yang seragarn terhadap transaksi­

transaksi perusahaan yang sering terjadi. Menwut (Steven A. Moscove ,1971) 

ststem adalah suatu kesatuan (entity) yang teijadi dari bagian~bagian (disebut 

subsistem) yang saling berkaitan dengan tujuan untuk mecapai tujuan-tujuan 

lerdahulu. Sedangkan menurut Mulyadi (1993) sistem adalah suatu jaringan 

prosedur yang dibuat menurut pola. yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan 

pokok perusahaan. 

Prosedur adalab suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan 

bebernpa orang dalam suatu departemen atau lebih,yang dibuat untuk menjalani 

penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Jadi 

yang dimaksud dengan kegiatan klerik:al yaitu mencata.t informasi dalam formulir. 

buku jurnal dan buku besar. 

a. Menu lis 

b. Mengadakan 

c. Menghitung 

d. Memberi 

e. Mendaftar 

f. Memllih 

g. Memindah 

h. Membandingkan 

Menurut Samsn! (1992) prosedur adalah merupakan tindakan-tindakan 

yang hams ditalui untuk meJakukan suatu transaksi agar aman dan iancar. 

2.4.2 Tujuan Sistem Aknntansi 

I. Menyampaikan informasi yang diper1ukan oleh semua tingkat manajemen, 

pemilik atau pemegang saham secara tepat dan cepat. 

2. Menyediakan info,rmasi yang diperlukan oleh pihak 1uar: Perpajakan,bank 

atau kreditur dan lembaga~lembaga iainnya yang berkaitan dengan 

perusaltaan. 

Universitas Indonesia 

Evaluasi penyusunan..., Koeni Pudyastuti, FE UI, 2008



31 

3. Menyempurnakan kontrol melaiui organisasi, prosedur-prosedur dan cara­

caralain untuk mengamankan harta kekayaan perusahaan 

4. Mengurangi biaya penyelenggaraan admimstratif ke tingkat yang lebih 

rendah dari nilai manfaatnya. 

Untuk. mencapai tujuan tersebut membutuhkan eara-ca.ra yang dapat 

diterapkan dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan perusahaan denga.n 

menciptakan ant:.ara Jain : 

a. Buku pedoman akuntansi meliputi: kode rekening, penjelasan debit­

kredit,penjelasan setiap rekening dan buku-buku harian/catatan yang 

diperlukan. 

b. Buku pedoman pembuatan lapornn. Suatu petunjuk cara mengisi tiap-riap 

jenis laporan) sumber datanya dan pengiriman kepada pemakai laponm 

c. Pedoma.n tata laksana adminlstrasi Merupakan kumpulan dari semua 

pmsedur, dan fonnulir-formuiir# bon~bon yang dipakai 

d. Memilihkan mctode pelaksanaan, apakah manual (dikerjakan dengan 

tangan manusia ) atau dengan mesin. 

2.4.3 Elemen- Etemen Sistem Akuntansi 

Sistem akuntansi terdiri dan bebernpa subsistem yang sating berkaitan, atau 

dapat juga dikatakan terdiri dan prosedu:r-prosedur yang berhubungan. 

Cecil Gillespie menyatakan bahwa sistem kuntansi terdiri dari: 

1. Sistem akuntansi utama: 

a. Klasifikasi rekening, riil dan nominal. 

b .Buku besar (urnum dan pembantu). 

c. Jurnal 

d. Bukti ttansaksi. 

2. Sistem penjualan dan penerimaan uang: 

a. Order penjualan, pcrintab pengiriman, dan pembuatan faktur(penagihan) 

b. Distribusipenjualan. 

c. Piutang. 

d. Penerimaan uang dan pengawasan kredit. 

3. Sistem pernbelian dan pengeluaran uang. 
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a.Order pembelian dan laporan penerimaan barang 

b.Distribusi pembelian dan biaya. 

c. Utang(voucher). 

d.Prosedur pengeluaran uang 

4. Sistem pencatatan waktu dan penggajian 

a.Personalia 

b.Pencatatan waktu. 

c.Penggajian. 

d.Distribusi gaji dan upah. 

5. Sistem produksi dan biaya produksi. 

a. Order 

b.Pengawasan persediaan 

c .. Akuntansi biaya. 

32 

Sistem akuntansi dan prosedur-prosedur yang berhubungan seperti yang 

disebutkan di atas dapatjuga disusun dalam susunan yang berbeda adalah: 

a. Subsistem akuntansi. 

b. Subsistem electronic data processing. 

c. Subsistem marketing. 

d. Subsistem produksi. 

e. Subsistem personalia. 

f. Subsistem pembelanjaan (finance) 

Subsistem akuntansi dalam kelompok di atas adalah sebanding dengan 

sistem akuntansi utama dalam kelompok sistem dan prosedur seperti yang 

diambilkan dari buku Gillespie. Sedang subsistem-subsistem yang lain juga 

sebanding dengan sistem-sistem yang disebutkan oleh Gillespie. Suatu 

perbedaan yang utama adalah adanya Subsistem electronic data processing 

dalam pengelompokan kedua yang biasanya digunak:an dalam pengertian sistem 

informasi akuntansi yang data processingnya menggunak:an komputer. 
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2.4.4. Faktor-Faktor yang Perin Dipertimbangkan Dalam Penyusunan 

Sistem Akuntansi 

Penyusunan sistem akuntansi untuk suatu perusahaan perlu 

mempertimbangkan beberapa faktor yang penting sebagai berikut : 

1. Memenuhi prinsip cepat yaitu bahwa sistem akuntansi harus mampu 

menyediakan informasi yang dipelukan tepat pad a waktunya, dapat memenuhi 

kebutuhan dan dengan kualilas yang sesuai. 

2, Memenuhi prinsip aman yang berarti bahwa sistem akuntansi dapat membantu 

menjaga keamanan harta milik perusahaan. Untuk dapat menjaga keamanan 

harta milik perusahaan maka sistcm akuntansi barns disusun dengan 

mempertimbangkan prinsip-prinsip pengawasan intern. 

3, Sistem akuntansi yang disusun itu harus memenuhl prinsip muroh yang berarti 

bahwa untuk menyelenggarakan sistem akuntansi itu harus dapat rlftekan 

sehlngga relatif tidak mahal, dengan kata lain, dipertimbangkan cost dan 

benefit datam mengha.silkan suatu informasL 

Ketiga faktor di a.tas harus dipertimbangkan bersama-sama pada wak:tu 

menyusun sistem kuntansi perusahaan sehingga tidak sampai tcijadi adanya 

sa1ah satu faktor yang ditinggalkan. Cepat, aman dan murah yang menjadi dasar 

pertimbangan dalam pen:yusunan sistem akuntansi dapat dilihat dari contoh 

misalnya suatu perusahaan sering menga.lami kerugia.n dari persediaan barang, 

jika dihitung rata-rata kerugian sebesar Rp. 50.000,00 setiap bulan. Dalam 

keadaan seperti ini sisrem yang di.orusun harus dibuat sedernikian rupa agar 

kerugian tadi dapat dihindarkan. Tetapi penyusw:1an sistem dan prosedur untuk 

persediaan inl harus mempertimbangkan jangan sampai biayanya melebihi 

jumlah kcrugian yang teijadL Dari contoh ini dapat dilihat penyusunan sistern 

yang aman itu tidak dapat meninggalkan prinsip biaya, yairu 

harus murah. 

2.4.5 Pengertian f'ormulir dan Dokumen-Dokumeu Akuntansi 

Dalam hubungannya dengan sistem akuntansj, formulir, rek.ening dan lain­

lain. Dalam setiap sistem yang disusun harus direncanakan adanya formulir dan 

dokumen-dokumen yang cukup yang akan digunakan dalam pencatatan. Suatu hal 
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yang perlu diingat hahwa formulir dan dokwnen-dokumen ini mernpunyai 

penman yang penting dalam suatu sistem akuntansi. Peranan atau kegunaan 

formulir dan dokumen-dokumen dalam sistem akuntansi menurnt Cedi! Gillespie 

adaiah sebagai berikut : 

1. Untuk menentukan hasH kegiatan perusahaan 

Peranan ini dapat dilihat dari peke.tjaan membuat distribusi dan pembuatan 

laporan-laporan untuk pimpinan. 

2. Untuk menjaga aktiva-aktiva dan utang-utang perusahaan. 

Peranan ini dapat dilihat antara lain dari penggunaan surat perintah 

pengirirnan untuk mengirim barang-barang dan penggunaan surat permintaan 

pembelian agar dibelikan barang~barang yang dibutuhkan. 

3. Untuk memerintahkan untuk mengeljakan suatu pekerjaan. 

Peranan ini dapat dilihat antam lain dari pengunaan sural perintah 

pengiriman untu.k mengirim barang-barang dan penggunaan surat pennintaan 

pcmbelian agar dibelikan barang-barang yang dibutuhkan. 

4. Untuk memudahkan penyusunan rencana-rencana kegiatan, penilaian basi1-

hasilnya dan penyesuaian rencana~rencana.Peranan ini dapat dilihat dari 

penggunaan rencana produksi yang akan digunakan untuk menilai kegiatan. 

produksi. kemudian kalau diperlukan mengadakan perubahan terhadap 

rencana tersebut.Formulir dan dokumen-dokwnen ini djbuat oleh berbagai 

bagian dalam perusahaan sesuai dengan masing-rnasing prosedur yang 

disusun. 

2.4.6 Langkah-langkah dalam Penyusunan Sistem Akuntansi 

Sistem akuntansi yang digunakan dalam suatu perusahaan mempunyai "urnur" 

yang terbatas. Maksudnya adalah bahwa kebutuhan infurmasi dalam suatu 

perusahaan akan berkembang sesuaj dengan perkembangan kebutuhan infonnasi 

pihak-pihak yang berkepentingan (balk ekstem maupun intern). Dlsamping itu. 

kema.juan teknologi terutama alat-alat untuk memperoses data, dapat juga 

mengakibatkan sistem akuntansi yang sekarang berlaku sudah tidak efisien lagi. 

Dalam keadaan seperti ini perlu diadakan penyusunan kembali sistem akuntansi 
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yang ada dalam perusahaan. Langkah-langkah dalam penyusunan sistem ini 

( disebut juga dengan system life cycle) terdiri dari : 

1 , Analisa sistem yang ada. Langkah ini dimaksudkan untuk mcngetahui 

kebaikan dan kelemahan sistem yang berlaku. Dalam prakteknya, analisa 

sistem ini dilakukan dengan mengadakan penelitian (survey). Apabila 

pekerjaan penyusunan sistem inl dilakukan oleh pihak luar (consultan), 

penelitian pendahuluan inJ diperlukan untuk : 

a. Mengetahui mang tingkup (1uasnya) pekeijaan. Dengan mengetahui 

kelemahan dan kebaikan sistem yang ada, dapat diketahui pekeijaan apa 

saja yang diperlukan untuk menyusun sistem yang baru 

b. Merencanakan jangka waktu penyusunan sitcm yang barn. Jangka 

wak:tu penyusunan sistem sangat tergantung pada luasnya pekcrjaan 

penyusunan sistem. 

c. Menentukan jumlah fee yang akan diminta sehubungan dengan 

pekeljaan penyusunan sistem. 

2. Merencanakan sistcm ak:untansi (system design}. Langkah ini merupakan 

peketjaan menyusun sistem yang baru, atau mengubah sistem lama agar 

kelemahan-kelemahan yang ada dapat dikurangi atau ditiadakan. 

3, Peuerapan sis tern akuntansi. Langkah ini adalah sis tern alruntansi yang 

dlsusun untuk menggantikan sistern lama. Sebaiknya sistem baru ini dimufai 

penggunaannya pada awal periode akuntan.si. 

4. Pengawasan sistem baru (follow-up). Langkah ini adalah untuk mengawasi 

penerapan sistem barn, yaitu mengecek apakah sistem baru itu dapat 

berfungsi. Apabila ada kesalaban~kcsalahan, maka selama masa pengawasan 

ilu perlu dilakukan perbaikan~perbaikan. Yang perlu diperhatikan adalah 

bahwa sistcm baru itu tidak mengulangi kelemahan-kelemahan yang ada 

dalam sistem lama. 
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2.5 Peratu.ran Perundangan terkait dengan Sistem Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangao. 

2.5.1 Sistem Akuntansi berdasarkan Peraturan Menkeu RI 

Nomor:S9/PMK.06/l005 tentang Sistem Alrontansi dan Pelaporan Keuangan 

Pemerintah Pusat 

Sistcm akuntansi pemerintahan merupakan rangkaian secara sistematik dari 

prosedur, penyelenggara,peralatan dan e1emen lain untuk mewujudkan fungsi 

akuntansi scjak analisis sampai dengan petaporan keuangan di lingkungan 

organisasi pemerintah,Dengan demikian sistem akuntansi merupakan suatu wadah 

untuk mempros:es data keuangan sampai dihasilkannya iniormasi yang disajikan 

dalam Japoran keuangan, 

Sistem akuntansi untuk Pcrncrintah Pusat ditctapkan oleh Mentcri 

Keuangan.Sistem akuntansi ini disusun sesuat dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan,Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan akan sesuai dengan 

Standar Akuntansi Pemerintahan. 

Berikut ini merupakan gambarnn Umum Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat 

berdasad:an Peraturan Menkeu RI Nomor:59/PMK..06/2005 tentang Sistem 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yaitu ; 

1. Dasar Hokum Penyelcnggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat 

yaitu: 

• Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 8 

menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan k:ekuasaan atas pengelolaan 

fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas antara lain menyusun laporan 

keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. 

• Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keua.:ogan Negara Pasal 9 

menyatakan bahwa Mentcri/Pimpirum Lembaga sebagai pengguna 

angganmlpengguna barang Kementerian Negara!Lembaga yang 

dipimpinnya mempunyai tugas anlara lain menyusun dan menyampaikan 

laporan keuangan Kementerian Negara!Lembaga yang dipirnpinnya. 
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• Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 

30 ayat (2) menyatakan bahwa Presiden menyampaikan rancangan 

undangRundang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada 

DPR berupa Iaporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi APBN, 

Neraca. Laporan Arus Kas:, dan Catatan atas Laponm Keuangan, yang 

dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lailmya, 

• Undang~undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

Pasal 7 ayat (20} menyatakan bahwa Mentcri Kcuangan selaku Bendahara 

Umum Negara berwenang rnenetapkan sistem akuntansi dan pelaporan 

keuangan Negara. 

• Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahaman Negara 

Pasal 51 ayat ( 1) menyatakan bahwa Menteri KeuanganiPejabat Pengelola 

Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Negarn/Daerah 

menyelenggarnkan akuntansi atas transaksi kcuangan,. aset, utang, dan 

ekuitas dana, tennasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya. 

• Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

Pasal 51 ayat (2) menyatakan bahwa Menterilpimpinan lembagalkepala 

satuan keija pernngkat daerah selaku Pengguna Anggaran 

menyelenggarakan akuntansi aras transaksi keuangan. aset, ut.ang,. dan 

ekuitas dana~ termasuk tra:nsaksi pendapatan dan belanja yang berada 

dalam tanggungjawabnya, 

• Undang-undang Nomor l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Menteri Keuans;an selaku pengelola 

fiskal trienyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk disampaikan 

kepada Presiden dalrun rnngka memenulri pertanggungjawaban 

pelak.'lanaan APBN. 

• Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tcntang Perbendaharaan Negara 

Pasal 55 ayat (2) menyatakan bahwa daJam menyusun Laporan Keuangan 
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Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pacta ayat (1 ), menteri/pimpinan 

lembaga selaku Pengguna 

• Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan 

keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan 

atas Laporan Keuangan dilampiri laporan keuangan Badan Layanan 

Umum pacta kementerian negara/Lembaga masing-masing. 

• Penjclasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa agar informasi yang 

disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi prinsip 

transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi 

Pemerintah Pusat (SAPP) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) 

yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan Sistem Akuntansi 

Instansi (SAl) yang dilaksanakan oleh kementerian negarallembaga. 

• Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Tahun Anggaran 2005 Pasal 17 ayat (I) menyatakan bahwa 

setelah Tahun Anggaran 2005 berakhir, Pemerintah menyusun 

Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara Tahun Anggaran 2005 berupa Laporan Keuangan. 

• Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pasal 60 ayat (I) 

menyatakan bahwa Menteri!Pimpinan Lembaga wajib menyelenggarakan 

pertanggungjawaban penggunaan dana bagian anggaran yang dikuasainya 

berupa laporan realisasi anggaran dan neraca Kementerian 

Negara!Lembaga bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri 

Keuangan. Keputusan Presiden tersebut telah diubah dengan Keputusan 

Presiden No. 72 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara. 
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2. Ruang Lingkup Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat 

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adafah semngkaian prosedur 

manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan datat pencatatan, 

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan 

Pemerintah Pusat 

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) berlaku untuk selumh unit 

organisasi Pemerintah Pusat dan unit akuntansi pada Pemerintah Daerah dalam 

rangka pelaksanaan Dekonsenttasi dan/atau Tugas Pembantuan serta pela.ksa.naan 

Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan 

Tidak tennasuk dalam mang lingkup Peraturan Menteri Keuangan ini adalah : 

a. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD} 

b. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari 

perusabaan perseroon dan perosahaan umum, 

c. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah 

3. Tujuan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat 

Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat (S.~P) bertujuan untuk ~ 

a. Menjaga aset Pemerintah Pusat dan instansi-instansinya melalui 

pencatatan, pemprosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten 

sesuai dengan standar dan pmktek akuntansi yan diterima secara w:num; 

b. Menyediakan informasi yang akurnt dan tepat waktu tentang anggaran dan 

kegiatan keuangan Pemerintah Pusat, baik secara nasional maupun instansi 

yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan 

terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas; 

c. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan 

suatu instansi dan Pemerintab Pusat secara keseluruhan; 

d. Menyediakan infonnasl keuangan yang berguna untuk perencanaan. 

pengelolaan dan pengenda1ian kegiatan dan keuangan pemerintah secam 

efisien. 
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4. Ciri-ciri Pokok Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat 

Ciri -ciri pokok Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat antara lain : 

a. Basis Akuntansi 

Cash toward Accrual. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan 

keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis 

akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. 

b. Sistem Pembukuan Berpasangan 

Sistem Pembukuan Berpasangan didasarkan alas persamaan dasar akuntasi 

yaitu : Aset = Kewajiban + Ekuitas Dana. Setiap transaksi dibukukan 

dengan mendebet sebuah perkiraa.n dan mengkreditperkiraan yang terkait. 

c. Dana Tunggal 

Kegiatan akuntansi yang mengacu kepada UU-APBN sebagai 1andasan 

operasional. Dana tunggaJ ini mernpakan tempat dimana Pendapatan dan 

BeJanja Pemerintah dipertanggungjawabkan sebagai kesatuan tung,gaL 

d. Desentralisasi Pelaksanaan Akuntansi 

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan di instansi dilaksanakan 

secara berjenjang oleh unit-unit akuntansi balk di kantor pusat instansl 

maupun dl daerah. 

e. Bagan Perkiraan Standar 

SAPP menggunakan perkiraan standar yang ditetapkan oleb Menteri 

Keuangan yang berJaku unruk tujuan penganggaran maupun akuntansi. 

f. S!andar akun!ilnsi Pemerin!ah (SAP) 

SAPP mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam 

melakukan pengakuan. penilaian, pencatatan, pcnyajian dan pengungkapan 

terhadap t.ransaksi keuangan dalarn rnngka penyusunan laponm keuangan. 
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5. Kerangka Umum Sistem Akuntausi Pemerintah Pusat 

Laporan Keuangan Pemerintah Pusal disampaikan kepada OPR sebagai 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. Sebelum disampai.kan kepada 

DPR~ laporan keuangan pemerintah pusat tersebut diaudit terlebih dahulu oleh 

pihak BPK. 

Laporan keuangan pemerintah pusat terdiri dari: 

a, Laporan Realisasi Anggaran 

Konso1idas.i Laponm Realisasi Anggaran dari seluruh Kementerian 

Negara!Lembaga yang telah direkonsiliasi. 

b. Neraca Pemerintah 

Neraca Pemerintah Pusat merupakan konsolidasi Neraea SA! dan Neraca 

SAKUN. 

c. Lapornn Arus Kas 

Laporan Arus Kas Pemeriotah Pusa.t ruerupakan konsolidasi Laponm Arus 

Ka.s. da.ri seluruh Kanwil Diljen PBN. 

d. Catatan atas Laporan Keuangan 

Merupakan penjelasan atau perincian atau analisis <Has rrilai suatu pas 

yang tersaji di dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Pemerintah dan 

Laporan Arus Kas. 

6. Klasifikasi Sistem Aku.ntansi Pemerintah Pusat 

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) terdiri dari: 

a. Sistero Akuntansi Pnsat (SiAP}; 

Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) dilaksanakan oleb Direkto.rat Jenderal 

Perbendaharaaa ( Di\ien PBN) dan teroiri dari: 

SAKUN yang menghasilkan Laporan Arus Kas dan Neraca KUN; 

SAU yang mengbasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. 
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Pengoiahan data dalam rangka penyusunan Iaporan keuangan SAU dan 

SAKUN, dilaksanakan oleh unit-unit Ditjen PBN yang terdiri dari: 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN); 

Kantor Wilayah Diljen PBN (Kanwil Diljen PBN); 

Kantor Pusat Ditjen PBN. 

b. Sistem Akuntaosi lostansi (SAl). 

Sistem Akuntansi Instansi, yang .selanjutnya disebut SAl, adalah 

serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari 

pengwnpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi 

keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. 

Setiap Kementerian Negara!Lembaga wajib menyelengga.rakan SAJ untuk 

menghasilkan laporan keuangan termasuk Ragian Anggaran Pembiayaan dan 

Peffiitungan 

Sistem Akuntansi lnstansi (SAl) dilaksanakan oleh kementerian 

negara/lembaga. Kementerian negara/lembaga melakukan pemrosesan data 

untuk menghasilkan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, 

Neraca dan Catalan atas Laporan Keuangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada gambar 1 yang mernpakan gambaran umum dari SAl. 

... _[.~:;t@.!l'l.!;?ar§!n'"~-rpurn ] 
-lfflAt;rn_ 

C•AK'""7J ls-·Aa-NI 
• • [ u- -) ;-·-,uAB"'.-] 
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~ .. ,. ... ,_ ....... 
"'""''""'""""" #J.'.~~.'?n 

Oambarl.Gamba.ran umum SAl 

SAl terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK.) dan Sistem Akuntansi 

Barang Milik Negara (SABMN). Dalam pelaksanaan SAl, kementerian 

negarallembaga membentuk wtit a.kuntansi keuangan dan unit akuntansi 

barang 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di Gambar 2.Mekanisme Pelaporan SAl. 
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Gambar 2.Mekanisme Pelaporan SAI 

A.Untuk melaksanakan SAK, dibentuk unit akuntansi keuangan terdiri 

dari: 

a. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA); 

• UAP A melakukan proses penggabungan 1apornn keuangan UAPPA­

El termasuk 1aporan keuangan dana dekonsentrasi dan tugas 

pembantuan, 

• Untuk UAPA yang juga mengelo!a Anggaran Pembiayaan dan 

Perhitungan hams melakukan proses penggabungan laporan 

keuangan anggaran pembiayaan dan perhitungan. 

• UAPA menyususn laporan keuangan tingkat Kementerian 

Negara/Lembaga berdasarkan basil penggabungan laporan keuangan 

tersebut 

• UAPA menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran tingkat UAPA 

beserta ADK kepada Diljen Pe:rbendaharaan setiap triwulan 

• UAPA menyampaikan Japoran keuangan semesteran dan tahunan 

berupa Laporan R.ealisasi Angganm, Neraca, dan Catatan atas 

Laporan Keuangan 

• UAPA melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan dengan Dhjen 

Perbendaharaan c,q. Direktorat Informasi dan Akuntansi setiap 
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semester. Hasil rekonsiliasi terse but dituangkan dalam Berita Acara 

RekonsHiasi 

b. Unit Ak:untansi Pembantu Pengguna Anggaran- Eselonl (UAPl'A-El); 

• UAPPA-El melakukan proses penggabungan laporan keuangan 

UAPPA-El yang bernda di wHayah keijanya termasuk laporan 

keuangan UAPPA~W Dekonsentrasi dan Tugas Pcmbantuan1 

lapornn keuangan UAKPA yang Jangsung berada di bawah 

UAPPA~El, dan l.aporan Realisasi Anggaran Pembiayaan dan 

Perhitungan yang digunakan oleh Kementerian Negara!Lembaga. 

Kemudian menyusun laporan keuangan tingkat Eselon I 

• UAPPA~El dapat rnelakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan 

tersebut dengan Diljen PeJbendaha:raan c.q. Direktorat Infonnasi 

dan Akuntansi setiap semester. Hasil rek:onsillasinya tersebut 

dituangkan dalam Berita Acarn Rekonsiliasi 

• UAPPA-El menyampaikan Laporan Rea1isasi Anggaran dan 

Neraca tingkat Eselon 1 beserta ADK kepada UAPA setiap bulan 

• UAPPA-El menyampa.ikan laporan keuangan semesteran dan 

tahunan berupa Lapornn Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan 

atas Laporan Keuangan 

c. Unit Ak:untansi Pembantu Pengguna Anggaran- Wilayah (UAPPA-W); 

• UAPPA-W melakukan proses penggabungan Japoran keuangan 

yang berasal dari UAKPA di wilayah keijanya termasuk Laporan 

Realisasi Anggaran Pemblayaan dan Pcrhitungan yang digunakan 

oleh Kcmenterian Negara!Lembaga kemudian menyusun laporan 

keuangan tingkat UAPPA-W 

• UAPPA-W wajib menyampaikan Laporan Reaiisasi Anggaran dan 

Neraca tingkat UAPPA-W beserta ADK kepada Kllnwil Diljen 

Perbendaharoan di wilayah masing-masing setiap bulan, 

• UAPPA-W melakuknn rekonsiliasi atas laponm keuangannya 

dengan K.anwil Ditjen Perbendabaraan setiap triwulan. Hasil 

rekonsiliasinya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi 
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• UAPPANW wajib menya.mpaikan Laporan Realisasi Anggaran dan 

Neraca tingkat UAPPA-W beserta ADK kepada UAPPA-El setiap 

bulan 

• UAPPA~W menyampaika.n Japoran keuangan semesteran dan 

tahunan berupa Laporan Realisasi .-<\nggaran, Neraca, dan Catatan 

atas Lapornn Keuangan 

d. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA); 

• Setiap UAKP A wajib memproses dokwnen sumber untuk 

menghasilkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi 

Anggaran, Neraca, dan Catatan atas laporan Keuangan satuan 

ketja 

• UAK.P A yang menggunakan anggaran pembiayaan dan 

perhitungan. juga wajib memproses dokumen sumber untuk 

menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan catatan alas 

Laporan Keuangan Anggaran Pembiayaan dan Pethitungan 

• Setiap UAK.P A wajib menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran 

dan Neraca beserta ADK setiap bulan kepada KPPN dan UAPPA~ 

W /UAPPA-EI 

• UAKP A melakukan rekonsiliasi dengan KPPN seriap bulan. 

Hasilnya dituangkan dalam Berita Aeara RekonsiliasL 

• UAKP A menyampaikan Iapomn keua.ngan semes.teran dan tabunan 

berupa Laporon ReaHsasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas 

Laporan Keuangan 

B. Untuk melaksanakan SABMN~ Kementerian Negara!Lembaga 

memOOntuk Unit Akuntansi Banng terdiri dari : 

a. Unit Akunt:ansi Pengguna Baraog (UAPB ) untuk 

Kementerian!Lembaga 

• UAPB menyusun Laporan BMN tingkat Kernenterian 

Negara/Lembaga berdasarkan hasil penggabungan laporan BMN 

dari seluruh UAPPB·El di wilayah kerjanya 

• Laporan BMN kepada Menteri Keuangan c.q. Di.Jjen 

Perbendaharaan setiap semester 
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• UAPB melakukan pemutakhlran data Laporan BMN dengan Diljen 

Pertendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Barang 

MilikiKekayaan Negara setiap talmn 

b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguoa Barang- Eselonl (UAPPB-El) 

• UAPPB-El menyusun Laporan BMN tingkat Eselon I berdasarkan 

basil penggabu.ngan lapnrnn BMN seluruh UAPPB-W di wilayah 

kerjanya, termasuk UAPPA-W Dekonsentrasl dan Tugas 

Pembantuan serta UAKPB yang langsung berada di bawahnya 

• Laptmlil BMN tingkat wilayah beserta ADK data transaksi BMN 

disampaikan kepada UAPB setiap semester 

• Selain untuk: memenuhi kebutuhan manajerial, Laporan BMN juga 

menjadi bahan penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan 

tingkat Eselon I dan Jampiran La.poran Keuangan 

c. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang- Wilayah (UAPPB-W) 

UAPPB~W menyusun Laporan BMN tingkat wilayah berdasarkan 

hasH penggabungan laporan BMN seluruh UAKPB di wilayah 

keijanya 

• Laporan B:MN tingkat wilayah beserta ADK data transaksi BMN 

disampaikan kepada UAPPA~El dan Kanwil Dirjen 

Perbendaharaan di wilayalmya masing-masing setiap semester 

• Selain untuk memenuhi kebutuhan manajerial, Laporan BMN juga 

menjadi bahan penyusunan Catalan Atas Lapornn Keuangan 

tingkat UAPPA-W dan lamp iran Laporan Keuangan 

d. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) 

• U"..PB menyusun Laporan BMN tingkat Kementerian 

Negara/Lembaga berdasarkan basil penggabungan laporan BiviN 

dari seluruh UAPPB·El di wilayah keljanya 

• Laporan BMN kepada Menteri Keuangan c.q, Dirjen 

Perbendaharaan setiap semester 

• UAPB melaku.kan pemutak.hiran data Laporan BMN dengan Dirjen 

Perbendaharaan c.q. Direktornt Pengelolaan Barang 

Milik/Kekayaan Negara setiap tahun 
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7, Jenis-jenis Laporan Keuangan 

Laporan-laporan keuangan yang dapat dihasilkan dari proses komputerisasi 

SAPP adalah dirinci pada t abel Sistem Akuntansi yaitu pada tabel2.L 

Tabe!2.l.Lapornn Keuannllll Sistem Akuntansi 
Sistem Akuutansi Jenis Laporan: Pengguna Laporan: 

' Laporan Arus Kas • Kepala KPPN 
! - Kepala Kanwil Ditien PBN 

• Diljen PBN 
SAKUN - Menteri Keuang~ 

• Kepala KPPN 
NeracaKUN - Kepala Kanwil Ditjen PBN 

• DirienPBN 

' 
Laporan ReaJisasi - Kepala KPPN 
Angjjaran - Kepala Kenwil Diljen PBN 

• Diljen PBN 
SAU • Kepala KPPN 

NerncaSAU - Kepala Kanwil Diljen PBN 
• Dirien PBN 

Laporan Realisasi - Kepala Kantor 
Angganm - Kcpala Kanwil 

- Kepala Daerah 
j SAl ' - P.impinan Eselon-1 

- Menteri/Pimp.!?-an Lembaga 
Neraca SAl - Kepala Kantor 

- Ka. Kanwil, Kepala Daerah 
- Pimpinan Eselon-1 
- Menteri/Pimoinan Lembae.a 

l.S.l.l.Sistem Alru:ntansi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 171/PMK.OS/2007 Pengganti Peraturan Meokcu RI 

Nomor:59/PMK.06/2005 tcntang Sistem Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan Pe:mcrintah Pusat 

Berikut ini ringkasan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

I 7l/PMK.0512007 pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

59/PMK.06/2005 tcntang Sistem Akontansi dan Pe1aporan Keuangan Pemerintah 

Pusat yaitu berubahnya SABMN menjadi SIMAK BMN yaitu : 

1. Dokumen Sumber S~"-1 terdiri dari ; 

a. Dokumen penerimaan 

• Estlmasi Pendapatan yang dialokasikan 

• Realisasi Pendapatan 
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b. Dokumen pengeluarnn 

• Alokasi Angganm DIP A, SKO, dan dokumen lain yang 

dipersamakan 

• Realisasi Pengeluaran 

c. Memo Penyesuaian -7 jumal koreksi danjumal aset 

d. Dokumen Piutang 

e. Dokumen Persediaan 

f. Dokumen Konstruksi dalam Pengetjaan 

g. Dokumen lainnya 

2. Barang Milik Negara ( BMN ) 

48 

a. Ba,rang Milik Negara (BMN) meliputi semua barang yang dibcli atau 

diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang 

sah 

b. Perolehan lainnya yang sah meliputi: 

• Barang yang diperoleh dari hibahfsumbangan atau yang s~enis; 

• Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dan peJjanjian!kontrak; 

• Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau 

• Barang yang diperoleh bcrdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh ketentuan hukum tetap. 

c. BiviN merupakan bagian dari asct pemerintah pusat. 

d. BMN mcliputi unsur~unsur aset lancar, aset tetap, aset lainnya, dan 

aset bersejarah. 

3. Prinsip-prinsip SIMAK-BMN 

a. Ketaatan 

Diselenggarakan sisi peraturan perundang~undangan & prinsip 

akuntansi yang berlaku umum. 

b. Konsistensi 

Dlaksanakan se<:ara berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

c. Kemampubandingan 

Dapat dibandingkan antar periode akuntansi. 

d. Materialitas 
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Mengungkapkan seluruh infonnasi yang mempengaruhl keputusan. 

e. Obyektif 

Dilakukan sesuai dengan keadaan ynng sebenamya. 

[ Kelengkapan 

Mencakup selurnh !ransaksi BMN yang teljadi. 

4. Keluanm SIMAK-BMN 

a. Daftar BMN; 

• Daftar Barang Intrakomptabel 

• Daftar Barang Ekstrakomptabel 

• Daftar Bara.ng Bersejarah 

• Daftar Barang Persediaan 

• Daftar Konstruksi Dalam Pengeljaan (KDP). 

b. Kartu Inventaris Barang (KJB) Tanah; 

c. Kartu lnventaris Barnng (KIB) Bangunan Gedung; 

d. Kartu Inventaris Barang (KIB) Alat Angkuton Bermotor; 

e. Ka.rtu Jnventaris Barang (KIB) Alat Persenjataan; 

[ Daftar Inventaris Laiflnya (DIL); 

g. Daftar Inventaris Ruangan (DIR); 

h. Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP); 

1. Laporan Kondisi Barang (LKB 

5. Dokumen Sumber SIMAK-BMN 

a. Saldo Awnl 
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Menggunakan cataran dan atau Laporan B.MN periode sebelumnya 

dan apabila diperlukan, dapat dilakuka.n inventarisasi. 

b. Peroleban!Pengembangan/Penghapusan 

I. Berita Acara Serah Terima BMN; 

2. Bukti Kepemilikan BMN; 

3. SPMI SP2D; 

4. Kuitansi~ 

5. Faktur pembelian; 

6. Surat Keputusan Penghapusan; 

7, Dokumen lain yang sah, 
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6. Kebijakan Akuntansi BMN 

• sebagai persediaan {aset lancar) apabila dlharapk:an segera dtpakai atau 

dimiliki untuk dijua! dalam waktu 12 (dua belos) bulan s(\jak tanggal 

pelaporan. 

• sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dna 

belas) bulan, untuk digunakan tidak dimaksudkan untuk dijual -""7 

Tanah; Peralatan dan Mcsin; Gedung dan Bangunan~ Jalan, Jrigasi, dan 

Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi daJam Pengeljaan. 

• sebagai aset }ain-Jain apabila BMN berupa aset tetap yang sudah 

dihentikan penggunaan aktif pemerintab. 

7. Pengcrtian Persediaan adalah: 

• aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan 

untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah 

• barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual danlatau diserahkan 

dalam rangka pe1ayanan kepada masyarakat 

• PcrSediaan dapat meiiputi barang konsumsi. amunisi, bahan untuk 

pemelihaman, suku cadang, pcrsediaan untuk tujuan strategislberjaga­

jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah 

jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat1 

dan hewan dan tanaman untuk dijuaJ atau diserahkan kepada 

masyarakat 

8. Pengakuan & Pengukuran Persediaan 

• Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya danlatau 

kepenguasaannya. berpindah 

• Pengukuran persediaan disajikan sebesar: 

• Biaya perolehan ~ apabila diperoleh dengan pembelian. 

• Biaya standar ~ apabila diperoleh dengan memptodnksi sendiri 

• Nilai wajar ~ apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti 

donasi/rampasan 

9, Pengungkapan Persediaan 

• Persediaan disajikan di Neraca sebesar nilai monetemya 

• Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan harus diungkapkan : 
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2.5.2 Standar Akuntansi Pemerintahan 

Standar Akuntan.si Pemerintahan (SAP) a.dalah prinsip~prinsip akuntansi 

yang diterapkan dalam menyusun dan menyajik:an Japoran keuangan pemerintah. 

Dengan demik::ian, SAP merupak:an persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum 

dalam upaya meningkatkan kualitas Japoran keuangan pemerintah di Indonesia. 

Selain menyusun SAP, KSAP berwenang mencrbitkan berbagai publikasi lainnya~ 

antara lain Interpretasi Pemyataan Standar Akuntansi Pemerintaban (IPSAP) dan 

Buletin Teknis. 

SAP telah disusun dengan berorientasi ke International Public Sector 

Accounting Standars (IPSAS) yang diterbitkan oleh International Federation of 

Accountant.Se1ain itu dalam penyusummnya, SAP juga telab diharmonisasikan 

dengan Standar Akuntansi. Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar 

Akuntansi Keuangan~Ikatan Akuntan Indonesia. 

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabiiitas 

pengeJoiaan keuangan negara ada1ah penyampaian 1aporan pertanggungjawaban 

keuangan pemerin1ah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan 

mengikuti standar akunlansi pemerintahan yang tclah diterima secara umum. Hal 

tersebut diatur dalam Unda.ng- Undang No. 17 Tahun 2003 tcntang Keuangan 

Nega.ra yang mensyaratkan benUlk dan isi laporan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBN/APBD dis.usun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi 

pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. l Tahun 2004 

tentang Perbendahaman Negara selanjutnya rnengamanatkan tugas penyusunan 

standar tersebut kepada suatu komite standar yang independen yang ditetapkan 

dengan suatu keputusan presiden tentang Komite Standar Akuntansi 

Pemerintahan. 

Sesuai amanat Undang-Undang tersebut di atas, Presiden menetapkan 

Keputusan Presiden R1 Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi 

Pemerintahan (KSAP) tertanggal 5 Oktober 2004 dan terakhir diubah dengan 

Keputusan Presiden RI Nornor 2 Tahun 2005 tentang Pengantar Perubahan Atas 

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi 

Pemerintahan. Keppres tersebut menguatkan kedudukan KSAP yang telah 
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dibentuk oleh Menteri Keuangan dengan Keputusan Menteri Keuangan Rl Nomor 

308/KMK.Ol2/2002 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan 

Daerah tertanggal 13 Juni 2002. 

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tenllmg Kcuangan 

Negara menetapkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan {SAP) disusun oleh 

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan {KSAP) yang independen, Pada tahun 

2005 KSAP telah menyusun draft SAP yang kemudian dltetapkan dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP. 

Basis akuntansi yang digunakan pada PP 24 Tahun 2005 tersebut adalah 

basis kas untuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan; basis akrual untuk aset. 

kewajiban dan ekuitas., atau secara keseluruhan dikenal sebagai basis "cash 

toward accmal". Sementara iru pasaJ 70 ayat 2 Ketentuan Peralihan Undang­

Unda.ng Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menetapkan 

bohwa pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbosis akrual 

diterapkan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008. 

Dalam mengantisipasi amanat tersebut, KSAP dalam tahun 2006 telah memulai 

mengkaji, melakukan penelitian dan pembahasan serta menyiapkan Draft Standar 

Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual berdasarkan kesepakatan sementara 

dari KSAP. Penyusunan Draft SAP yang berbasis akrual tersebut dilakukan secara 

hati~hati dengan mernpertimbangkan antara lain: 

1. SAP berbasis kas menuju akrual (PP Nomor 24 Tahun 2005 ~ cash towards 

accrual) barn saja diterbitkan dan belum sepenuhnya diimplementasikan oleh 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

2, Draft SAP berbasis akrual tersebut mengharuskan adanya 

perubahan/penyempurnaan pada bidang perencanaan dan penganggaranf 

dimana KSAP tidak dalam posisi untuk membuat ketentuan/peraturan di bidang 

tersebut (misalnya keharusan untuk menganggarkan terhadap kewajiban­

kewa:jiban yang barns dibayar pada &khir tahun buku). 

KSAP terdiri dari Komite I<onsultatif Standar Akuntansi Pemerintaban 

(Komite Konsultatif) dll.n Komite Kerja Standar Alruntansi Pemerintahan (Komite 

Ketja). Komite Konsultatifbertugas memberi konsultasi dan/atau pendapat da!am 
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rangka perurnusan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan. Komite Kerja bertugas mempersiapkan, merumuskan 

dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar 

Akuntans! Pemerintahan. KSAP menyampaikan konsep Peraturan Pemerintah 

tentang Standar Akuntans:i Pernerintah kepada Menteri Keuangan untuk proses 

penetapan menjadi Peraturan Pemerintah, 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan 

Pemerintah No. 24 tahun2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pemyataan Standar 

Akuntansi Pemerintahan ( PSAP ), dilengkapi dengan Pengantar Standar 

Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual 

Akuntansi Pemerintahan. 

SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan 

pemerintah,baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

Peraturan Pemerintah tentang Standar Akunta.nsi Pemerintahan selengkapnya 

adalah sebagai berikut . 

Peraturan Pemerintah No, 24 Tahun 2005 terdiri dari : 

J. Lampiran 1 Pengantar Stmdar Akuntansi Pemerintahan 

2. Lampiran II Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan 

3. Lampiran III PSAP 01 : Penyajian Laporan Keuangan 

4. lampiran IV PSAP 02 : Laporan Rea!isasi Anggaran 

5. Lampiran V PSAP 03 : Laporan Arus Kas 

6. Lampiran VI PSAP 04: CatJ.Han atas Laporan Keuangan 

7. Lampiran VII PSAP OS: Akuntansi Persediaan 

&. Lampiran VIII PSAP 06: Akuntansi lnvestasi 

9. Lampiran IX PSAP 07: Akuntansi Aset Tetap 

10. Lampiran X PSAP 08: Akuntansl Konstruk.sl DaJam Pengeijaan 

II. Lampiran Xl PSAP 09: Akuntansi Kewojiban 

12. Lampiran XII PSAP 10: Koreksi Kesalahan, Perubahan Kehijal:an 

Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa 

13. Lampiran XIU PSAP 11: Lap<>ran Keuangan l(oOSQiidasian 
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2.5.2.1.Berdasarkao Kerangka Konseptual dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintahan ( PSAP )04 Peraturan Pemerintab No. 24 Tahun 

2005 tentaog Catatan Atas Laporao Keuangan 

Berikut ini isi dari Kerangka Konseptual Peraturan Pernerintah No. 24 

Tahun 2005 pada Lampiran VI PSAP 04 ten!ang Catatan atas Laporan Keuangan 

yaitu bahwa : 

1. Ketentuan Umum 

Pada PSAP 04 paragraf 7 setiap Entitas pelaporan diharuskan menyajikan 

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang terpisahkan dari 

Laporan Keuangan untuk tujuan Umurn. Laporan Keuangan untuk tujuan umum 

adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan 

infoiDJ.as.i akuntansi keuangan yang Jazim, Yang dimaksud dengan pen&,auna 

adaJah masyarakat, legjslatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi 

atau be:rperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman serta pemerintah. 

CaLKdimaksudkan agar laperan kcuangan dapat dipahami oleh pembaca 

secara luas, tidak terbatas banya pembaca tertentu ataupun manajemen entitas 

pelaporan. Oleh ka.rena itu, Lapora.n Keuangan mungkin mengandung informasi 

yang dapat mem.lJiki potensi kesalahpaharnan diantara pembaca, Untuk 

menghindari kesalahpahaman, lapornn keuangan harus dibuat CaLKyang berisi 

infonnasi yang memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. 

(PSAP 04 parngraf 8) 

2. Struktur dan lsi 

CaLK harus disajikan secara sistematis. Setiap Pos dalam Laporan 

Realisasi Anggaran> Nemca, dan Laporan Arus Kas mempunyai referensi sllang 

dengan infonnasi terkait da1am CaLK, CaLK keuangan meliputi penjelasan atau 

dafta.r terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan 

Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas Tennasuk pula adalah 

penyajian informasi yang diharuskan dan dJanjurkan oleh Pernyataan SAP serta 

pengungkapan iainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas lapo.ran 

keuangan. seperti kewajiban kontijensi dan komitmen-komittnen lainnya, (PS.AP 

04 paragraf 11) 
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Pada PSAP 04 pamgraf 13 babwa Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan 

informasi tentang penjelasan pm;wpos laporan keuangan daJam rangka 

pengungkapan yang memadai, antara lain: 

• Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskaVkeuangan, ckonomi makro, 

pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berik:ut kendala 

dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; 

• Menyajikan ikhtisar pencapaian ldneija keuangan selama tahun pelaporan 

Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan 

kebijakan~kebijakan akuntansi yang dipilib untuk diterapkan atas 

transaksi-transaksi dan kejadian~kejadian penting Jainnya 

• Mengungkapkan infurmasi yang diharuskan oJeh Pernyataan Standar 
-

Akuntansi Pemerintaban yang betum disajilam dalam fembar muka 

laporan keuangan; 

• Mengungkapkan informasi untuk pos~pos aset dan kewajiban yang limbul 

sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja 

dan rekonsiliasinya dengan pencrapan basis kas; 

• Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang 

wajar, yang tidak disajikan dalarn lembar muka laporan keuangan 

Sehingga untuk memudahkan pembaca laporan, pengungkapan pada 

Catalan atas Lapor.:m Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, graftk da:ftar 

dan sk:edul atau bentuk lain yang Jazim yang mengikhtisarkan secara ringkas dan 

padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan. (PSAP 04 paragraf 15). 

3. Dasar Penyajian Laporan Keu.aogan dan Pengungkapan Kebijakan 

Akuntansi Keuangan 

Pada PSAP 04 paragraf 34 bahwa dalam mcnyajikan Catatan afus Laporan 

Keuangan, entitas pelaporan harus mengungkapkan dasar penyajian laporan 

keuangan dan kebijakan akuntansi..Sesua.i dengan Kenmgka Konseptual 

Akuntansi Pemerintahan, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan 

pemerintah ada!ah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu 

dibuktikan agar standar akuntansi dapat ditera.pkan~ yang terdiri dari: 

(a) Asumsi kemandirian entitas; 

(b) Asumsi kesinambungan entitas7 dan 
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(c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement). 

Asumsi kemandirian entitas berarti babwa setia.p unit organisasi diaoggap sebagai 

unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan 

sehingga. tldak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan 

keuangan. Salah satu indik:asi terpenuhinya aswnsi ini ada1ah adanya kewenangan 

entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab 

penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar 

neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya. tennasuk atas kehl1angan 

ataukerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang texjadi akibat 

keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkm. 

Laporan keuangan disusun dengan asumsl bahwa entitas pelaperan akan berlanjut 

keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bennaksud 

melakukan lilruidasi a!l!S enti!l!S pelapornn dalwn jangka pendek. Laporan 

keuangan entitas pelaporan hams mcnyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan 

dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan 

dilakukannya analisis dan pengukuran dalarn akuntami. 

4. Pengguna Laporan Keuangan 

Pada PSAP 04 paragraf 40 bahwa laporan keuangan mengandung 

informasi bagi pemakai yan berbeda-bcda1 seperti anggota legislatif. kreditor dan 

karyawan. Pemakai penting lain meliputi pemasok, pelanggan, organisasi 

perdagangan, analis keuaugnn. calon investor, penjamin, ahli siatistik. ahli 

ekonoml. dan pihak yang berwenang membuat peraturan.Para pemakai laporan 

keuangan membutuhka.n ketenrngan kebijakan akuntansi terpilih sebagai bagian 

dari infonnasi yang dibutuhka~ untuk membuat penilaian, dan keputusan 

k.euangan dan keper1uan lain. Mereka tidak dapat membuat penilaian secara andal 

jika lapora.n keuangan tidak mengungkapknn dengan jelas kebijakan akuntansi 

terpilih yang penting dalam penyusunan 1aporan keuangan. 

Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan dimaksudkan 

agar laporan kewmgan tersebut dapat dimengerti. Pengungkapan kebijakan 

tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang 

sangat membantu pemakai laporan keuangan, karena kadang-kadang perlakuan 

yang tidak tepat atau saiah digunakan untuk suatu komponen laporan realisasi 
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anggaran, neraca, laporan arus kas, atau laporan lainnya terbias dari 

pengungkapan kebijakan terpilih. 

5. Kebijakan Akuntansi 

Pertimbangan dan!atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu disesuaikan 

dengan kondisi entitas pelaporan. Sasaran pilihan kebfjakan yang paling tepat 

akan menggambarkan realitas ek:onomidan entitas pelaporan secara tepat dalam 

bentuk keadaan keuangan dan kegiatanDalam menyusun CaLK perlu dijelaskan 

mcngenai Kebijakan Akuntansi yang mendasari pelapornn keuangan yang 

disusun. 

Pada PSAP 04 paragraf 44 ada 3 p<>rtimbangan p<>milihan untuk penerapan 

kebijakan akunt.ansi yang paling tepat dan penyiapan Japoran keuangan oleh 

manajemen: 

(a) Pertimbangan Sehat 

Ketidakpastian melingkupi banyak: transaksi. Hal tersebut seharusnya diakui 

daiam penyusunan Japornn keuangan. Sikap hati-hati tidak membenarkan 

penciptaan cadangan rahasia atau disembunyikan. 

(b) Substansi Mengungguli Bentuk Formal 

Transaks:i dan kejadian lain harus dipertanggungjawabkan dan disajikan sesuai 

dengan hakekat transaksi dan rea[ita kejadian, lidak semata-mata mengacu 

bentukhukum trnnsaksi atau kejadian. 

(c) Materialitas 

Laporan keuangan harus mengungkapkan semua komponen yang cukup 

material yang mempengaruhi evaluasi atau keputusan- keputusan. 

6. lsi Kebijakan Akuntansi 

Pengungkapan kebijakan akuntansi pada PSAP 04 paragraf 45 harus 

mengidentifikasikan dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang 

digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya yang 

secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, 

Neraca, dan Lapor.:m Arus Kas. Pengungkapan juga harus meliputi 

pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-­

prinsip yang sesuai. 
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Secara umum, pada PSAP 04 paragraf 46 kebijakan akuntansi pada Catalan 

atas Laporan Keuangan menjelaskan bal~bal berikut ini: 

a, Entitas pelaporan; 

h. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan; 

c, Basis pengukuran yang dlgunakan dalam penyusunan laporan keuangan; 

d. sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan 

ketentuan-ketentuan masa tnmsisi Pemyataan Standar Ak:untansi 

Pemerintahan diterapkan oleh suatu entitas pelaporan; 

e. setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami 

laporan keuangan, 

Pengungkapan Informasi yang diharuskan oleh pemyataan Standar 

Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan 

keuangan.Hal ini diperJukan apabiia terdapat informasi penting yang be1um atau 

tidak dapat disajikan dalam laporan keuangan.Pengungkapan informasi daiam 

Catatan atas Laporan Keuangan barus dapat memberikan informasi lain yang 

belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan untuk menghindari adanya 

kesalahan dalam membaca laporan keuangan. 

Pengungkapan Informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul 

sehubungan dengan penerapan basis akmal atas pendapatan dan belanja dan 

rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.Pada PSAP 04 parngraf 58 entitas 

pelaporan yang menyusun Japornn keuangan berbasis akrual atas pendapatan dan 

belanja hams mengungkapkan pos-pos aset dan kewajiban yang timbul 

sehubungan dengan penerapan basis akrual dan menyajikan rekonsiliasinya 

dengan penerapan basis kas dan pengungkapan-pengungkapan lainnya. 

Pada PSAP 04 paragraf 62 bahwa Catatan atas Laporan Kcuangan juga 

harus rnengungkapkan informasi yang bila tidak diungk:apkan akan menyesatkan 

bagi pembaca laporan. Suatu entitas peJaporan mengungkapkan hal-hal berikut 

ini yaitu apabila belum diinfonnasikan dalam bagian manapun dari laporan 

keuangan, yaitu: 

(a} domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi tempat entitas 

ter&ebut berada; 

(b) penjelasan mengenai sifat opemsi entitas dan kegiatan pokoknya~ 
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(c) keteDtuan perundang~undangan yang meojadi landasan kegiatan 

operasionalnya. 

Pada PSAP 04 paragraf 64 bahwa Catalan alas Lapornn Keuangan harus 

mengungkapkan kejadlan-kejadian penting selama tahun peiaporan,. seperti: 

(a) Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan; 

(b) Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru; 

(c) Komitmen atau kontinjensl yang tidak dapat disajikan pada Neraca; dan 

(d) Penggabungan atau pemekaran entitas tahun txajalan. 

(e) Kejadian yang mempunyai dampak sosial, mlsalnya adanya pemogokan yang 

harus ditanggulangi pemerintah. 

Sehingga pengnngkapan yang diwajibkan dalam tiap standar herlaku sebagai 

pelengkap standar ini. 

7. Susunan 

Agar dapat digunakan oJeh pengguna dalam memahami dan membandingkannya 

dengan laporan keuaogan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keua.ngan 

biasanya disajikan dengan susunan sebagai berikut: 

L Kebijakan flskallkeuangan. ekonomi rnakro, pencapaian target Undang­

UndangAPBN 

ii. Ikhtisar pencapaian klneija keuangan; 

iii. Kebijak:an akuntansi yang penting: 

o Entitas pelaporan; 

o Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan; 

o Basis pengukuran yang digunakan daia.m penyusunan lapor.m 

keuangan; 

o Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan 

ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh 

suatu entitas pelaporan; 

o setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami 

lapomn keuangan. 

iv. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan: 

v. Rincian dan penje1asan masing-masing pos Laporan Keuangan; 

Universitas Indonesia 

Evaluasi penyusunan..., Koeni Pudyastuti, FE UI, 2008



60 

vL Pengungkapan informasi yang diharuskan oieh Pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka 

Laporan Keuangan. 

vii. Pengungkapan pos-pos asct dan kewajiban yang timbul sehubungan 

dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan 

rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang 

menggunakan basis akrual; 

viii. Infonnasi tambahan lainnya, yang diperlukan seperti gambaran umum 

daerah. 

8. Tanggal Efcktif 

Pemyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini berlaku efektif untuk 

laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan .anggaran mulai Tahun 

Anggaran 2005 (PSAP 04 paragraf 67) 

2.5.2.2 Berdasarkan Prinsip Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 1 

(R•vlsl1998) 

Berik:ul ini merupakan isi dan penjelasan mengenai Catatan Atas Laporan 

Kcuangan menurut Prinsip Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 1 (Revisi 

1998) pada paragraf69 sd paragraf76 yaitu: 

I. Struktur 

Pad a PSAK NoJ (Revisi 1998) pamgrnf 69 bahwa Ca,.tan a,.s Japoran 

keuangan harus disajikan secara sistematis.Setiap pos dalam neraca,laporan 

laba rugi dan lapo.ran arus kas harus berkaitan dengan informasi yang terdapat 

dalam catatan atas Iaporan keuangan.Cata:tan atas laporan keuangan 

mengungkapkan mengenai : 

a. lnformasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kcbijakan 

akuntansi yang dipilih dan ditcrapkan terhadap peristiwa dan transaksi 

yang penting; 

b. Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan di 

neraca,laporan laba rug!,laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas; 

c. lnformasi tambahan yang tidak disaji.kan dalam 1aporan keuangan tetapi 

diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. 
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Pada PSAK No.1 parngrnf 70 bahwa Catatan atas laporan keuangan 

meliputi penje1asan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam 

neraca,laporan laba rugi,laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas serta 

informasi tambahan seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen. Catatan atas 

laporan keuangan juga mencakup infornasi yang diharuskan dan dianjurkan 

untuk diungkapkan dalam PSAK serta pongungkapan-pengungkapan lain yang 

diperlukan untuk mengbasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. 

Pada PSAK No.1 paragraf 71 bahwa dalam rangka membantu pengguna 

iaporan memahami lapomn keuangan dan membandingkannya dengan laporan 

keuangan perusahaan lain,catatan atas laporan keuangan umumnya disajikan 

dengan urutan sebagai berikut: 

a. Pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang 

diternpkan; 

b. Infonna.si pendukung pos~pos laporan keuangan sesuai urutan 

sebagaimana pos~pos terscbut disajikan dalam laporan keuangan dan 

urutan penyajian komponen laporan keuaugan; 

c. Pengungkapan lain termasuk kontinjensl,kornitmen dan pengungkapan 

keuangan lainnya serta pengungkapan yang bersifat non keuangan. 

Sistematika struktur dalam eatatan atas laporan keuangan agar tetap 

dipertahankan sepa:njang hal tersehut praktis untuk dilaksanakan. 

2. Penyajian Kebijakau Akuntansi 

Pada PSAK No.1 paragraf 72 bahwa baglan kebijakan akuntansi dalam 

catatan atas laporan keuangan menjelaskan hal-hat sebagai berikut : 

a. Dasar penguk:uran dalam menyiapkan !aporan keuangan 

b. Kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan guna memahami laporan 

keuangan secara benar. 

Menurut PSAK No.I paragraf 73 bahwa pengguna laporan perlu 

mengetahni da:sar pengukuran yang digunakan(nilai historis,Jlilai pasar,nilai 

realisasi ,nilai wajar atau nilai sekanmg } sebagal landasan penyiapan laporan 

keuangan,Apabila Jebih dari satu dasar pengukura.n digunakan dalam laporan 

keuangan ~aka informasi yang disajikan cukup memadai untuk dapat 

mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan dasar pengukuran 
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tersebut.Selanjutnya ,dalam mcncntukan apakah kebijakan akuntansi tertentu 

harus diungkapkan,manajemen mernpertimbangkan apakah pengungkapan 

tersebut akan membantu pengguna Japoran memabami bagiamana transaksi 

dan peristiwa tercermin dalam neraca dan laporan laba rugi.Kebijakan 

akuntansi meJiputi tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut : 

a. Pengakuan pendapatan; 

b. Prinsip-prinsip konso1idasi; 

c. Penggabungan usaha; 

d. Joint venture; 

e. Pengakuan beban tennasuk metode penyusutan atau arnortisasi aset 

berwujud dan aset tidak benvujud.; 

f. Kapitalisasi biaya pinjaman dan pengeluaran lainnya; 

g. Kontrak konstruksi; 

h. Propertl investasi; 

1. lnstrumen keuangan dan investasi; 

j. Sewa; 

k. Biaya riset dan pengembangan; 

l, Persediaan; 

m. Pajak termasuk pajak tangguhan; 

n. Penyis:ihan; 

o. Imbaian kerja; 

p. Penjabamn mata uang asing dan linduog nila.i(hedging}; 

q. Definisi segmen usaha dan geografis serta dasar alokasi biaya 

antarsegmen; 

r. Defmisi kas dan setara kas; 

s. Akuntansi in:flasi; dan 

t. Hibah pemerintah. 

3. Pengungkapan Lain 

Menurut PSAK No. I paragraf 74 bahwa perusahaan mengungkapkan hal-hal 

ber.ikot ini jika tidak diungkapkan pada bagian manapun dari informasi yang 

dipublikasikan bersama dengan laporan keuangan: 
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a, Domisili dan bentuk hokum perusabaan,negara tempat pendirian 

perusahaan,alamat kantor pusat perusahaan,serta lokasi utama bisnis jika 

berbeda dari Jokasi kantor pusat; 

b. Keterangan mengenai hakikat operasi dan kegiatan utama perusahaan; 

c. Nama perusahaan dalam grup.pernsahaan asosiasi,induk perusahaan dan 

perusahaan holding; 

d. Nama anggota direksi dan komisaris; dan 

e. Jumlah karyawan pada akhir periode atau rata-rata jumlah karyawan selarna 

periode yang bersangkutan. 

Pada PSAK No.1 paragraf 75 dijelaskan bahwa untuk setiap jenis pinjaman 

atau penerbitan surat berharga (efek) yang bersifat utang dalam mata uang 

asing.perusahaan hams mengungkapkan informasi berikut : 

a. Karakteristik umum dari setiap plnjaman dan surat berharga yang bersifat 

utang termasuk informasi mengenai suku bunga dan nama kreditor; 

b. Niiai nominal dalam mata uang aslng jangka waktu pinjaman,tanggal jatuh 

tempo dan jadwal angsurnn dan pcmbayamn; 

c. Dasar konversi utang menjadi efek lain jika pinjaman dapat dikonversJ; 

d, Nilai kurs yang digunakan pada tanggal neraca; 

e. Jaminan kredit; 

f. Hal penting lain,.misalnya persyaratan kredit tidak dipenuhi. 

Apabila suatu PSAK dlterapkan sebelum tanggal efektif dan penerapan 

lehih dini tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pemyataan 

tersebut,maka fakl.a tersebut hams diungkapkan. (PSAK No.1 paragraf76). 

4. Tanggal Efektif 

Pcmyataan i.ni berlaku efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan yang mencakup periode laporan yang dimulai pada atau setelah 

tanggall Januari 1999.Penernpan lebib dini dianjurkan. 
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BABlll 

METODOWGI PENELITIAN DAN OI!.JEK PENELITIAN 

3.l.Metodologi Penelitian 

3.1.1 Metode Penelitian 

Dalam peneJitian digunakan studi kasus (single case study) yang sifatnya 

desk:riptif pada "Direktorat JendenU Mandikdasmen".Penelitian akan dilakukan 

dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan Direktorat 

Jenderal Mandikdasmen menempkan Penyusunan Laporan Keuangan yang 

disusun dengan pendekatan kineija~artinya yang menjadi indikator keberhasilan 

pelaksanaan anggaran adalah hasil(output) dan manfaat (outcome).Output dan 

outcome tersebut merupakan tolok ukur dan perwujudan kebcrhasi1an visi,misi 

dan tugas pokok dari unit pengguna anggarn:n. 

Untuk melaksanak:an metode penelitian deskriptif ini, penulis menerapkan 

metode survey guna memperofeh data primer dan pengumpulan informasi yang 

berasal dari DirektQrat Jenderal Mandlkdasmen guna dilakukan penelaahan. 

3.1.2 Objek dan Subjek Penelitian 

Populasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah ruang lingkup 

kerja Direktorat Jenderal Mandikdasmen. 

Metode pengambilan sampel yang akan dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah metode yang dipilih berdasarkan pertimbangan~pertimbangan 

tertentu.yakni yang berhubungan langsung dengan pihak~pihak yang terkait da1am 

menetapkan dan menerapkau Penyusuna.n Laporan Keuangan yang disusun 

dengan pendek.ltan kioerja. 

3.1.3 Metode Pengumpulan Data 

PengumpuJan data penelitian ini dilakukan dengan dua metode yaitu: 

1, Studi Lapangan yaitu penelitian yang dilaku.kan dengan te!jun 

langsung di lokasi penelitian di Direktorat Jenderal Mandikdasmen untuk 

mendapatkan data yang dibutuhkan . 

PeneJitian lapangan dilakukan dengan observasi dan melakukan wawancara. 

a. Wawancara 
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Wawancara dilakukan dengan pam responden yang terkait langsung untuk 

mendapatkan informasi,opini dari para pejabat,petugas atau pihak internal 

yang terkait dengan masalah yang ditelitiPara responden yang 

diwawancarai adalah Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaksanaan 

Anggaran dan para operator Tim Sistem Akuntansi Instansi di lingkungan 

Setjdiljen Mandikdasmen. yaitu para staf Bagian Keuangan yang bertugas 

untuk menginput data SAl 

b. Observasi 

Observasi dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dalam pencrapan 

penyusunan laporan Laporan Keuangan dalam penerapan Sistem 

Akuntans! Instansi SAP di lingkungan Direktorat Jenderal Mandikdasmen. 

Hasil observasi dan basil wawancara berupa informasi dan opini dari 

responden tersebut akan dilakukan analisis untuk menjawab permasalahan 

yang ada, kemudian dituangkan dalam bab pembahasan. 

2. Studi Pustaka yaitu penelitian dilakukan untuk mendapatkan landasan teori 

dan bahan analisis pembahasan dengan cara mengumpulkan dan 

mempelajari berbagai referensi atau literature yang ada berupa bulru4 

buku,buku pedomao,catatan-catatanllaporan tcrtulis yang terdapat di 

perpustak.aan atau multimedia,yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti.Peneliti juga melakukan penelaahan dan menganalisis alas dokumen­

dokumen yang dimiliki oleb •• Direktorat Jenderal Mandikdasmen'', 

3.2 Objek Pene1itian 

3.2.1. Prome DirektoratJenderal Mandikdasmen. 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2005, yang telah 

disempumakan rlalam Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2005 tentang Unit 

Orga:n.isasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Negara Republik lndonesia, Di'Qen 

Mandikdasmen adalah Salah satu Direktorat Jenderal di Departemen Pendidikan 

Nasional (Depdiknas). Direktorat Jenderal lainnya adalah Digen Pendidikan 

Tinggi, Ditien Pendidikan Pendidikan Luar Sekolah, dan Ditjen Peningkatan 

Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Pada jajaran yang S<lma Depdiknas 

memiliki Sekretariat Jcnderal, Inspe:ktorat Jenderal, dan Badan Pcngembangan 
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Pendidikan. Ketujuh lembaga ini dinamakan unit utama Depdiknas, memiliki 

kedudukan yang sejajar dengan tugas yang berbeda. 

Berdasarkan Undang-undang nomor 20 tabun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Naslonal. Peraturan Presiden nomor I 0 tahun 2005. dan Peraturan Menteri nom or 

14 tahun 2005, Diljen Mandikrlasmen memiliki tugas pokok clan fungsi berikut: 

1. Memfasilitasi pemerintah daerah mengembangkan pendidikan dasar dan 

menengah menengah di daerah masing-masing 

2. Melakukan koordinasi dengan berbagai lnstansi pada tingkat nasional 

untuk pengembangan Pendidikau Dasar dan Menengah . 

3. Bersama~sama dengan Pemerintah Daerah memantau pelaksa.naan 

program nasicnal pendidikan 

4. Melakukan evaluasi dampak (impact evaluation) kebljakan DiQen 

Mandikdasmen di bidang pelayan.an pendidikan dasar dan menengah 

5. Menyediakan perangkat yang diperlukan untuk rnemberikan pelayanan 

pendidikan kepada daerah, sekoJah, dan masyarnkat mengenai aspek-aspek 

peiayanan pendidikan bermutu 

6. Menetapkan kebijakan nasional mengenai pelayanan pendidikan dasar dan 

menengah yang berlaku untuk seluruh wilayah NKRI 

7. Menfasilitasi. membina dan melaksanakan pengawasan dalam 

penyelenggarnn disentralisasi Pendidikan Dasar dan Mcncngah. 

3.2.2 Visi dan Misi Depdiknas 

Sesuai dengan penjelasan UU No. 20/2003, dan juga telah dikutip dalam 

Renstra Departemen Pendidikan Nasional 2005-2009 visi dan rnisi pendidikan 

nasional dirumuskan sebagai berilrut 

1. Visi: 

"Tetwujudnya insan Indonesia cerdas dan kompetilif 2025" agar sesuai 

dengan Visi Depdiknas ". 

Visi nasional pendidikan adalah tenvujudnya masyarakat Indonesia yang 

damai. demoktatis, betkeahlian, berdaya sai.ng, maju dan sejahtera dalam 

wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia didukung oleh manusia yang 
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.sehat, mandiri. beriman. bertaqwa. berakhlak mulia. cinta tanah air. 

berdasarkan buk:um dan li.ngkungan. menguasai ilmu pengetahuan dan 

teknologi, memiliki etas keJja yang tinggi serta disiplin 

2. Misi: 

Untuk mewujudkan visi pendldikan nasional tersebut ditetapkan misi 

pendidikan nasional berikut: 

a. Mengupayakan pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh 

pcndidikan yang bermutu bagi selurnh rakyat Indonesia. 

b. Membantu danmemfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara 

ut.uh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan 

masyarakat belajar; 

c. Meningkatkan kesiapan dan kualitas proses pendidikan untuk 

mengoptimalkan pembentukan kepribadian ydng bermoral; 

d. Meningkatkan keprofesionalan dan kuntabilitas lem.baga pendidikan 

sebagai pusat pembudayaan dan pengetahuan, keterampilan, 

pengalaman, sikap. dan ni1ai berdasarkan standar nasionaJ dan global; 

dan 

e. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

3.2.3 Visi dan Misi Direktorat JCIJderal Mandikdasmen. 

1. Visi Ditjen Mandikdasmen 

Visi Digen Mandikdasmen dirumuskan sebagai berikut: 

"Tenvujudnya pendidilmn dasar dan menengah bermu!U untuk kehidupan 

ycmg cerdas alas dasar kepribadian dan akMak mulfa bagi seluruh anak 

bangsa " 

2. Misi Mandikdasmen 

Misi Diljen Mandikdasmen adalah: 

a. Meningkatkan akses masyarakat untuk pendidikan dasar dan menengah 

yang bennutu 
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b. Membantulmembimbing satuan pendidikan di jenjang Pendidikan Dasa.r 

dan Menengah untuk memberikan pelayanan pendidikan bermutu . 

c. Menjalin kerjasama yang- efek:tif dan produktif dengan pemerintah daerah 

dan masyarakat dalam pengembangan dan pembinaan pendidikan dasar 

dan menengah yang bermutu 

d. Membantu pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarana belajar 

pendidikan bermutu 

e. Melakukan inovasi dalam mengembangkan sistem penyelenggarnan 

pendidikan bermutu dan akuntabel 

f. Merinlis pengembangan lingkungan sekolah sebagai pusat pengembangan 

budaya (a centre for cultural development) 

g. Mengembangkan sistem pelayanan khusus untuk peserta didik yang 

berada dalam konteks sosia~ ekonomi, dan kondisi geografis khusus 

h. Menfasilitasi daerah dalam penyusunan ara~ pembimbingan, pengaturan 

dan pembinaan serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan dasar dan 

menengah. 

3.2.4 Strnktur Orgaoisasi Ditjen Mandikdasmen 

Berdasark.an Peratumn Menteri Diknas Nomor 14 tahun 2005 tanggal 3 

Agustus 2005, Ditjen Mandikdasmen terdiri dari satu Sekret.ariat Ditjen dan 5 

Ditektorat, yaitu: 

a. Sekertariat Direktorat JenderaJ; 

b. Direktorat Pembinaan Taman Kanak-kanak dan SekoJah Dasar; 

c. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama; 

d. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas; 

e. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan; 

f. Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa 

Struktur di atas merupakan hasil perubahan struktur organisasi Depdiknas. 

Ditjen Mandikdasmen dibasilkan sebagai hasil pengembangan dari DiUen 

Dikdasmen yang memiliki satu Sekretariat DiUen dan 6 direktorat, yaitu: 

Direktorat TKJSD, Direktorat SMP, Direktorat SMU, Direktorat Dik:menjm, 

Direktorat Pendidikan Luar dan Direktorat Tenaga 
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Kependidikan.Direktorat Tenaga Kepcndidikan tidak 1agi berada di bawah 

koordinasi Diticn Mandikdasmcn. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan 

Nasional nomor 311012005 tangg:aJ 18 Maret 2005. Direktorat Tenaga 

Kependidikan dipindahkan Direktorat Jenderal bam yaitu Direktorat Jenderal 

Peningkatan Mutu Pendtdik dan Tenaga Kependidikan, yang mempunyai tugas 

merumuskan serta melaksanakan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis 

di bidang peningkata.n mulu pendidik dan tenaga kependidikan. Nama~nama 

direktorat yang berada di bawah pembinaan DiQen Mandikdasmen pun berubah, 

disesuaikan dengan nama satuan pendidikan tersebut yang ditetapkan dalam 

Undang:-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

terlihat pada tabel3. I ini. 

Tabel 3 .l.Struktur Organisasi Di~en Mandikdasmen 

Mengacu pada perubahan tersebut di atas, telah dikeluarkan Peraturnn 

Mendiknas nomor 14 tahun 2005, tanggal 3 Agustus 2005, yang menetapkan 

bahwa Direktorat Jenderal Mandikdasmen merupakan direktorat jenderal 

pembinaan. dengan penekanan pada bidang manajemen. Peruhahan togas dan 

fungsi ini selaras dengan perubahan dalam tata pemerintahan negara Repub1ik 

Indonesia yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk. 

penyelenggaraan pendidikan. Denga:n demilcian, tugas pokok dan fungsi 

Direktorat Jenderal Mandikdasmen ini lebih terfokus pada aspek manajemen 

suai dengannamanya. 
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3.2.:5 Tug,as pokok dan Fungsi Ditjen Mandikdasmen 

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesja 

nomor 14 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Keija Direktorat Jenderal 

Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, 

tugas pokok Diljen Mandikdasmen adalah "merumuskan serta melaksanak:an 

kebijak:au dan standanlisasi teknis di bidang manajemen pendidikan dasar dan 

menengah," 

Berdasarkan Pennen Diknas nomor 14 tahun 2005, fungsi Ditjen 

Mandikdasmen adalah: 

a. Penyiapan penunusan kebijakan departemen di bidang manajemen pendidikan 

dasar dan menengah; 

b. PeJak:sanaan kebijakan di bidang manajemen pendidikan dasar dan menengah; 

c. Penyusunan standar, norma. pedoman. kritcria, dan prosedur di bidang 

manajemen pendidikan dasa.r dan menengah; 

d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang rnanajemen pendidikan 

dasar dan menengah; 

e. Pelaksannan urusan administrasi Direktorat Jenderal. 

3.2.6 Arab dan Strategi Pengembangan Pendidikao Dasar dan Menengah 

Pembangunan Pendidikan Dasar dan Menengah secara nasional diarahkan 

kepada tiga pilar program, yaitu: 

1. Pemerataan dan perluasaan akses unruk mempero1eh Pendidikan Dasar dan 

Menengab; 

2. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; dan 

3. Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik pada jenjang 

Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Unruk mencapai sasaran tersebut maka strategi pengembangan pendidikan 

dasar dan menengah dibagi atas 4 periode: 

a. 2005 - 2010 : Peningk:atan kapasitas dan modernisasi: pemerataan 

akses, peningkatan !PM, dan penggunaan ICT 
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b, 2010-2015 : Penguatanpeiayanan untuk meningkatkan mutu dan daya saing 

dalam pelayanan pendidikan yang semak:in besar, desenrralisasi fiskal dan 

otonomi daerah yang semakin dewasa. 

c. 2015 - 2020 : Daya saing regional: pengembangan mutu dan pelayanan 

pendidikan dasar dan menengah yang memiliki daya saing pada tingkat 

ASEAN 

d. 2020 - 2025 : Daya saing intemasional: pengembangan mutu dan pelayanan 

pendidikan dasar dan menengah berkelas intemasional 

3.2.7 Laporan Keuaugan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan 

Dasar dan Menengah 

Penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan 

Dasar dan Menengah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 

59/PMK.06/2005 tentang Sisrem Aktmtansi lnstansi {SAl) dan Pelaporan 

Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

nomor; PER-24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan 

Kementerian Negara!Lembaga 31 Desember Tahun Anggaran 2007. Informasi 

yang disajikan di dalamnya te1ah dlsusun sesuai ketentuan penmdang-undangan 

yang berlaku.Penyusunan Laponm Keuangan ini diharnpkan dapat rneningkatkan 

akuntabilitas pubJilc 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 59/PMK.06/2005 

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal 

Manajernen Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai Penanggung Jawab UAPPA 

Ese1on I mempunyaj tugas antara 1a.in menyusun dan menyarnpaikan laporan 

keuangan berupa Lapomn Realisasi 1\.nggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan 

Keuangan. Penyajlan laporan ini merupakan penwjudan pertanggungjawaban 

atas penggunaan anggarnn dan barang pada Direktorat Jenderal Manajernen 

Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Laporan Keuangan lni tcla:h disusun meliputi laporan keuangan seluruh satker 

pusat dan satkcr daerah (Dekonsent.rasi) serta disajikan sesuai dengan Pernturan 

Pemerintab Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP). 
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A. Laporan Realisasi Anggaran 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara 

anggaran tabun 2007 dengan realisasinya, mencakup unsur pendapatan dan 

belanjaJumlah realisasi pendapatan negara dan hibah untuk perlode yang 

berakhir 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp 34.800.108.530,-. Jumlah ini 

berasol dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan pendapatan 

dalam negeri yang berasal dari kantor pusat dan satker daerah.Pendapatan 

yang terbesar adalah berasal dari pendapatan lain-lain yang bersumber dari 

penerimaan atas pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu yaitu sebesar 

Rp 28.151.862.225,-. Kontribusi pendapatan yang terbesar adalah Provinsi 

Papua dengan pendapatan sobesor Rp 26.806.079.825,- yang bernsal dari 

pengembaiian belanja tahun anggaran yang laJu k:arena pada akhir angganm 

terdapat banyak kesalahan en!!y dalam penginputan data SAl . Realisasi 

belanja Direktornr Jenderal Mandikdasmen untuk periode yang berakhir 31 

Desember2007 adalah sobesar Rp 19.373.174.429.463,- atau mencapai 

96,22% terdapat pada tabel3.2 ini 

Tabel3.2 

SATKER 

A.l. Reatisasi Anggaran Kantor Pusat 

Realisasi anggaran pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal 

Mandikdasmen berdasarkan Jenis belanja untuk periode yang berakhir 31 

Desember 2007 terdapat pada tabcl3.3 ini. 

Tabel3.3 

Realisasi Anggaran Kantor Pusat per Jenis Belanja 

NO JENlS KEGIATAN ANGGAR.AN REAI..ISASI PER SEN 
R R 

' Po ·~· ' .000 82.'904.662.'10., 
"' M' 

2B 0 868.518.347,000 797.379.003.787 91 81'>l 

3 Modal 69.044.G'14.000 66.005.687.550 95 60% 

4 Sunluan Sos!al 4,]..77 .351.372.00(} 4.347.9<;}.'1 l'i71.15B 01 01%. 

JumJllh 5-.805.477.195.!lll0 5.294.288.024.897 !)1 19% 
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A.l. Realisasi Anggaran Dana Dekonsentrasi 

Rincian untuk realisasi anggamn dana dekosentrasi dari 33 propinsi 

berdasarkan jenis belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember terdapat 

pada tabel 3.4 ini. 

Tabel3.4 
Realisasi Anggaran Dana Dekonsentrasi per Jenis Belanja 

NO JENIS KEGIATAN AN~:~N REA~~~ASI PERSEN 

1 P(l9lllw:al 51..431. 46.7 46.1 02,3()() '""""' :2 6affinCI $51.666.261.000 449.005.307.018 81 51% 

3Moda< 1.593.000.000 7M.560.754 4448% 

4 aantuan Soslal 13.724.607.446.000 13.581.746.434.494 9a.9s% 

.lumbtb 14.32tU.98.092.000 14.078.8!!16.40'1.566 9&.25% 

B. Neraea 

Nera.ca ini adalah laporan yang berisi infonnasi rnengenai poslsi keuangan 

yang menggambarkan aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang dimiliki oleh 

Direktorat Jenderal Mandikdasmen sampai dengan tanggal pelaporan yaitu 

per 31 Desember 2007.Aset per 31 Desember tahun 2007 adalab sebesar 

Rp. 667.271.191.469,-yang terdiri drui: 

• Aset lancar sebesar Rp. 3.4'22. 111.164,-

• Aset tetap sebesar Rp. 663.849.080.305-

Jumlab kewajiban per 31 Desember tahun 2007 adalah sebesar Rp. 

3.304.939.561,-. Meropakan kewajiban jangka pendek. 

Jumlah ekuitas dana per 31 Desember tahun 2007 adalah sebesa.r Rp. 

663.966.251.908,- terdiri dari ekuitas dana lancar Rp. 117.171.603,- dan 

ekuitas dana investasi dalam aset tetap sebesar Rp. 663.849.080.305-

C. Catatan Atas Laporan Keuaogan 

Penyusunan CaLK atas Laporan Kinerja Keuangan dalam penerapan Sistem 

Akuntansi lnstansi menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan 

keuanga:n dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar 

pen}'USWlan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan 

informasi t:runbahan yang diperlukan. 

Dalam penyajian Laporan Rea!isasi Angga:ran, pendapatan dan belanja diakui 

berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikcluarkan oleh dan dari 

Kas Umum Negara (KUN).Dalarn penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas 
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dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset 

dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima 

atau dikeluarkan oleh dan dari KUN. 
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BAB!Y 

ANN.JSIS DAN PEMBAIJASAN 

4.1. Penyunnan Laporan Keuaugan Pada Ditjen Maudikdasmen 

Laporan Keu-angan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, 

maka laporan keuangan pemerintah hams disajikan tepat waktn dan andal. Selain 

itu Japoran keuangan perlu dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai 

(disclosure) mengenai informasi~jnfonnasi yang dapat me.mpengaruhi keputusan. 

Laporan Keuangan tahun anggaran 2007 ini sebagai salah satu wujud 

transpanmsi dan akuntabHitas. sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang 

baik (got>d governance). Sedangkan rujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah 

menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka 

pent,oungkapan yang memadai. 

Dalam CaLK Ditjen Mandikdasmen Departemen Pendidikan Nasionai untuk 

periode yang berakhir 31 Desember 2007 Tahun anggaran 2007 dijelaskan 

mengenai : 

J. Pendahuluan yang terdiri dari : 

a. Dasar hukum 

b. Prosedur penyusu.nan laporan keuangan 

2, Kebijakan Akuntansi yang terdiri dari : 

a. Pendapatan 

b. Belanja 

c. Aset 

d. Kewajiban 

e. Ekuitas dana 

3. Ringkasan Laporan terdiri dati : 

a. Anggarnn Belanja dan Estimasi Pendapatan 

b. Realisasi Pendapatan dan Bcla.nja 

c. Neraca 
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4. Penjela:san atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari : 

a. Pendapatan 

b, Belanja terdiri dari pelaks:anaan realisasi belanja 

c. Hambatan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 

5. Penjelasan atas pos-pos Ncraca berisi: 

a. Kas di Bendahara Pengeluaran 

b. Persediaan 

c. Aset Tetap 

d. UangmukadariKPPN 

e. Ekuitas Dana lancar 

f. Ekuitas Dana Investasi 

g. Hambatan atas pos-pos Neraca 

6. lnformasi Tambahan dan Pengungkapan lainnya yang berisi : 

a. Informasi tambahan 

b. Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Satuan ke.tja 

c. Catlltan Ringkas Barang Milik Negara 

76 

Berikut ini merupakan gambaran dari Catatan atas Laporan Kcuangan 

Ditjen Mandikdasmen Departemen Pendidikan Nasional untuk periode yang 

bcrakhlr 31 Desember tahun anggaran 2007 yaitu sebagai salah satu wujud 

transparansi dan akuntabilitas, scbagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang 

baik (good governance) yang terdiri dari 

1. Pendahuluan 

a. Dasar Hukum 

• Undang-Unda:ng Nomor 1' Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan 

Negara~ 

• Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan; 

• Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Barnng Milik Negara!Daerah; 

• Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kineija Instansi Pemcrintah; 
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• Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 

Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggarnn Pendapatan dan Belanja 

Negara; 

• Peraturan Mentcri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

59/PMK-06/2005 tenllu!g Sistem Alruntansi dan Pelaporan Keuangan 

Pemerintah Pus.at; 

• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

131PMK.06/2005 tentaug Bagan Perldraan Standar; 

• Peraturan Direklur Jenderal Perbendaharaan No. PER.24/PB/2006 

Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian 

Negara!Lembaga. 

• Permendiknas No 31 tentang Penetapan Unit Akuntansi dan 

Pelaporan Keuan!)lln di Lingkungan Depdiknas. 

b. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan. 

Dalam prosedur penyusunan Laporan Keuangan ini diinformasikan 

mengenai keseluruhan jumlab transaksi keuangan pada Satuan keija pusat 

sebanyak 6 unit dan satuan keija dana dekonsentrasi 33 unit yang tersebar di 

33 Propinsi mencakup selurub transaksi keuangan yang dilingkup UAPPA~ 

El Direktorat Jenderal Mandikdasmen yang berasal dari dana APBN semula 

sebesar sebesar Rp. 19.854.520.420.000,- dan direvisi mcnjadi sebesar Rp. 

20.134.775.287.000,-. 

Selanjutnya pada, UAPPA-El 31 Desember tahun anggaran 2007, 

Direktorat Jenderal Mandikdasmen melakukan cara..cara perbaikan laporan 

kinerjanya dengan berrugas metakukan peuggabungan dan pengkoordinasian 

laporan keuangan dari 39 satuan keija yang terdiri dari 6 unit dan satuan 

keJja dana dekonsentrasi 33 unit yang tersebar di 33 propinsi dengan 

melakukan penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal 

Mandikdasmen terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan 

etas Laporan Keuangan, yang disusun secara sentralisasi dengan. 

menggunakan Ststem Akuntansi Instansi (SAl) yang terdiri dari Sistem 

Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Alruntansi Barang Milik Negw:a 

(SA-BMN). 

Unlyersltlls Indonesia 

Evaluasi penyusunan..., Koeni Pudyastuti, FE UI, 2008



78 

2. Kebijakan Akuntansi 

Dalam kebijakan akuntansi ,basis akuntansi yang digunakan dalam laponm 

keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja 

dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban. dan ekuHas dana. 

l. Ringkasan Laponn 

Ringkasan lapornn pad> Laporan I<euanganDirektorat Jenderal 

Mandikdasmen adalah: 

a. Anggaran belanja dan estimasi pendapatan selama periode tahun 

anggaran 2007 Direktorat Jenderal Mandikdasmen mengelola 

angga.ran belanja sebesar 

Rp 19.854.520.420.000,- dan penarnbahan anggaran sebesar Rp 

280.254.867.000,~sehingga anggaran belanja meningkat menjadi Rp. 

20.134. 77 5. 287.000,- yang digunakan untuk membiayai kegiatan satuan 

kelja dilingkup Direktorat Jenderal Mandikdasmen 

b. Realisasi pendapatan dan belanja yang berakhir tanggaJ 3 J Desember 

2007. terealisasi sebesar Realisasi pendapatan yang berakhir pad a tanggal 

31 Desember 2007. sebesar Rp. 34,800.108.530 ,- jumlah tersebut terdiri 

dari Kantor Pusat sebesar Rp. 4. 782.737.790 ,-dan Dekonsentrasi sebesar 

Rp. 30.017.370.740,-.Realisasi Belanja yang berakhir pada tanggal 31 

Desernber 2007 adalah sebesar Rp.l9.373.174.429.463,- a!au 96.22% 

dari total anggaran 

c:. Neraca Direktorat Jenderal Mandikdasmeu per 31 Desember tahun 

anggaran 2007 terdiri dart: 

• Aset per 31 Desember tahun 2007 adalah sebesar Rp. 

667.271.191.469,- yang tcrdiri dari:aset Jancar sebesar 

Rp.3.422.11 Ll64,- dan aset telap sebesar Rp. 663.849.080.305-

• Kewajiban per 31 Desember tahun 2007 adalah sebesar Rp. 

3.304.939.561,-. Merupakan kewajiban jangka pendek. 

• Ekuitas: dana per 31 Desember tahun 2007 adaJah sebesar Rp. 

663.966.251.908,· terdiri dari elruitas dana lancar Rp. 117.171.603,-

dan ekuitas dana investasi dalam aset tetap sebesa:r Rp. 

663.849.080.305-
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4. Penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 

a. Pendapatan 

79 

Rincian Realisasi pendapatan berasal dari Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNBP) untuk tahun anggaran 2007 sebesar Rp.34.800.108.530,­

dituangkan datam tabel yang menginformasikan mengenai ; kode 

satker,satuan ketja1pendapatan,pengembalian pajak dan pendapatan neto dari 

6 satuan kerja pusat dan 18 satuan kerja propinsi.Rincian Realisasi 

Pendapatan Dari PNBP atas tabell sebagaimana terlampir pada Lampiran 1. 

b. Belanja 

Pelaksanan Realisasi Belanja dengan memperrlmbangkan prinslp­

prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya 

kegiatan~kegiatan sebagaimana yang telab ditetapkan dalam Rencana Kelja 

Kementerian NegaraJLembaga. Pengembalian belanja merupakan dampak 

diterapkannya konsep ol cost dalam pelakasanaan anggaran schingga 

terjadinya pcngurangan pada belanja barang peijalanan dan belanja bantuan 

sosial yang sudah disalurkan tetapi tidak terserap. 

Selanjutnya untuk menginfonnasikan Realisasi Belanja dapat dilihat 

dalam tabel yang menginfurmasikan mengenai :Rincian Anggarnn dan 

realisasi belanja per jenis satuan keija dituangkan datam tabel 2 yang 

menginformasikan mengenai kode satker,anggaran,realisasi(net) dan 

presentase dari 6 satker pus at dan 33 satker dekon pada Lampiran 2. 

Belanja dilakuk.an dengan mempertimbangkan prinsip-prinslp 

penghematan dan efisiensJ, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan­

kegiatan' sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kelja 

Kementerian Negara!Lembaga.Rinclan Anggaran dan realisasi belanja per 

jenis dapat dilihat dabun bentuk tabe14.1dan diungkapkan pula dalam bentuk: 

pie diagram 4.1 berikut ini ; 

Tabel4.1 
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Pie Diagram 4.1 

R~ASIBm...AN.IAEM£....,.NI { 
PER..liENO&~A 

I.
.Realisasi Belanja Eselon 1 Per Jenis Belanja·~, 
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Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap 

dan aset Jainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode 

akuntansi.Belanja. modal meliputi antara lain bela:nja modal untuk peroleha.n 

tanah,gedung dan bangunan,peralatan dan aset tak belWUjud.Realisasi 

Belanja Modal dapat dilihat dalam bentuk tabel 4.2 dan diungkapkan pula 

dalam bentuk pie diagram 4.2 berikut ini : 

Tabel4.2 

~ S8E~ 
Modal 

':.o:: PERSSN 

~ 
Pie Dia ram 4.2 g 

Realisasi Belanja Modal 

l!!'l~n.. • ..,.."""' !!!.Z=".._,., 
I ~===·~-~~-~~======·~~~~~========~--J ~·~ 

Belanja bantuan sosial merupakan pengeluaran anggarnn untuk 

pemberian bantuan dalam hentuk uang danlat.au barang kepada masyarakat 

yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.Realisasi 

Belanja Bantuan Sosia1 dapat dilihat dalam bentuk tabel 4.3 dan 

diungkapka:n pula dalam bentuk pie diagram 4,3 berikut ini : 
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Tabel4.3 

FERSSN 

dari 

belanja langsung terdiri dari belanja pegawai 1belanja barang dan jasa dan 

belanja modal dan belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja 

pegawal,bunga,subsidi,hibah,bantuan sosial,belanja bagi hasil,bantuan 

keuangan dan belanja tak terduga. Realisasi Belanja Setdi~en 

Mandlk:dasmen tabun 2007 sebesar Rp. 551.792.643.662,~ atau mencapai 

94.92 %. dapat dilibat dalam bentuk tabel 4.4 dan diungkapkan pula dalam 

bentuk pie diagram 4.4 berikut ini: 

Tabel4.4 

Pie Diagram 4.4 
Realisasi Belanja Setditjen per jenis belanja 

UWven_ltu lodonesbt 
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Dalam penyusunan anggaran realisasi belanja anggaran tahun 2007 

satker Direktornt Pembinaan TK/SD sebesar Rp.478.l60.200.260,- atau 

96.29 % dapat dilihat dalarn bentuk tabel 4.5 dan diungkapkan pula dalarn 

bentuk pie diagram 4.5 berikut ini: 

Tabel4.5 

Pie Diagram 4.5 
Realisasi Belanja Direktorat Pembinaan TK/SD 

REAI..ISASI BELANJA OlR. TKJSO -~~-, 
PeR .JENIS BEI....A.I'&JA 

!~:~ r'l!GP.WA! •llAHANCQMOilAI..ClUANJ'"""N$091A.L 1:! .J~tj I j 
Dalam penyusunan anggaran realisasi belanja anggaron tahun 2007 

satker Direktorat Pembinaan SLB sebesar Rp.206.008.201.791,- atau 

mencapai 97.46 % dapat dilihat dalarn bentuk tabel 4.6 dan diungkapkan 

pula dalarn bentuk pie diagram 4.6 berikut ini : 

Tabel4.6 

Pie Diagram 4.6 
Realisasi Belanja Direktorat Pembinaan SLB 

REAL.ISASI DEi...JI.I'.IJA lllR. SLB 
PER .JENIS DEll.J\N..JA 
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Dalam penyusunan anggaran realisasi helanja anggaran tahun 2007 

satker Direktorat Pembinaan SMP sebesar Rp.2.754.617.246.8l9,- atau 

mencapai 87.77% dapat dilihat dalam bentuk tabel4.7 dan diungkapkan 

pula dalam bentuk pie diagram 4. 7 berikut inl: 

Tabel4.7 

Dalam penyusunan anggaran realisasi belanja anggaran tahun 2007 

satkcr Direktorat Pembinaan SMA sebesar Rp. 168.600.812.865,· atau 

mencapai 84.77 % dapat di1ihat dalam bentuk tal>el 4_8 dan diungkapkan 

pula dalam bentuk pie diagram 4. 8 berikut ini: 

Tabel4.8 

Pie Diagram 
Realisasi Belanja Direktorat Pembinaan Sl\lA 

Rlfi.AIJBAI!It B""..........._.A C>•R. l!IMA 
POOR .ler•n:!l. llilitl...ANJA 

L__.1==····~ =~~· 
Dalam penyusunan anggaran realisasi be1anja anggaran tahun 2007 

satker Direktorat Pembinaan SMK sebesar Rp.L135.108.921.447,~ atau 
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mencapat 96.30 % dapat dilihat dalam bentuk tabel 4.9 dan diungkapkan 

pula dalam bentuk pie diagram 4.9 berikut ini 

Tabel4.9 

Pie Diagram 4.9 
Rcallsasi Bclanja Direktorat Pembinaan SMK 
I RCAUSASI DEI..AN:;·;;:;;;R. SMK ! PER JI!NI$ Ht;cLAN.,J,O. 

Dalam penyusurum anggaran realisasi belanja anggaran tabun 2007 

terdapat pengemba.Jian belarija terdiri dari Pusat sebesar Rp. 646.822.442,~ 

dan Dekonsentrasi sebesar Rp. !0.953.286.249,- dapat dilihat dalam bentuk 

tabel4.!0 dan diungkapkan pala dalam bentuk pie diagram 4.10 berikut ini: 

Tabel4.l0 

Rincian Rcalisasi Pengembalian BeJanja 

Pie Diagram 4.10 

Rincian Realisasi Pengembalian Belanja 

94,42% 
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5. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca 

a. Kas di Bendahara Pengelnaran 

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Ditien Mandikdasmen Per 31 

Desember tahun 2007. scbesar Rp. 3.304.939,561,- rnerupakan saldo kas 

pada bendahara pengeluaran pada satuan kel)a. Dan merupakan saldo 

kas!bank dari penerimaan uang persediaan yang belum dipertanggung 

jawabkan secara definitif kcpada Kas Negara pada tanggal nemca. Berikut 

ini dafiar keberadaan kas yang di.miliki oleh Direktorat Jenderal 

Mandikdasmen per 31 Desember 2007 dapat dilihat da1am bentuk tabel 

4 J l berikut ini. 

Tabel4.11 
Rekapitulasi Kas Bendabara Pengeluaran 

b. Persediaan 

Persediaan merupakan jenis aset daJam bentuk barnng atau pedengkapan 

{supplies) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk 

menrl.ukung kegiatan operasional pemerlntah, saldo persediaan per 31 

Desember tahun 2007 sebesar Rp. 117. 171.603,-, berikut rincian 

perscdiaan dapat dilihat dalarn bentuk tabel 4.12 berikut ini; 
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c. Aset tetap 

Tabol4.12 

Rekapitulasi Persediaan 

Jumlah 

Aset tetap adalah aset berwujud yang memptmyai masa manfaat Jebih dari 

12 bulan untuk digunakan dalam lregiatan pemerintahan atau dimanfaatkan 

oleh masyarakat umum.Nilai aset tet.ap per 31 Desember tahun 2007 

sebesar Rp.66H49.080.305,- dapat dilihat dalam bentuk tabel 4.13 

berikut ini: 

Daftar Aset 
ASETTETAP 

Mutasi tambah aset tetap berasal dari Pembe1ian sebesar Rp. 

59.862.637.138,- Saldo awal aset tetap pada tanggal 1 Januari 2007 

merupakan basil inventarisasi yang dihasilkan oleh ADK Pemutakhiran 

data antara pengelola Barang Milik Negara (BMN) dengan petugas 

pencatat Laporan Slstem Ak:untansi keuangan. Pencatatan basil laporan 

inventarisasi banmg milik negara ini berdasarkan surat Sekretaris JenderaJ 

Depdiknas Nomor 6503/A.A3/KUI2007 tertanggal 23 Pebruari 2007 

tentang nilai saJdo awa1 aset tetap. 

Universitas lndonesiil 

Evaluasi penyusunan..., Koeni Pudyastuti, FE UI, 2008



87 

Aset tetap yang disajikan dalam neraca ada1ah aset yang dimiJiki 

oleh Direktorat Jenderal Mandikdasmen sete1ah rlilaksanakannya 

reorganisasi pada Departemen Pendidikan Nasional. Dalam reorganisasi 

tersebut, tmjadi pemisaban Direktorat PMPTK dari Direktorat Jenderal 

Mandikdasmen. Akibat pemisahan ini1 dilakukan pemisahan aset dimana 

proses administratif pemisahan aset ini belum sepenuhnya selesai. Data 

aktiva temp yang diserahkan dapat dilihat dalam bentuk tabel4J4 berikut 

ini; 

Tabel4.14 
Df Akti T a tar va etap yanst 1 sera D e ue torat di hka k ll" k PMTK 

No. Unit Kerja Jumtah 

1 Dlrektorat Tenaga Kependidikan 4.922.635.337 
2 PPPG 3.873.472.220.845 
3 lPMP 3.096.502.894.599 

Jumlah 6.976.897. 950.781 
. 

v"' Kecuab Urut keiJa LPMP propms1 Nangroe Aceh Darussalam, 

Sumatera barat. Banten, Nusa Tenggara Barat masih da!am proses 

validasi nilai aset. 

-/ Rincian data aktiva Tetap yang diserahkan ke Direktmat PMTK 

s~ara rinci yang terdiri dati 12 PPPG dan 30 LPMP dapat dilihat 

dalam bentuk tabel (pada lampirnn 3) . 

./' Begitu pula daftar kepemilikan aset tetap Propinsi yang terdiri dari 33 

Propinsi diseluruh Indonesia berdasarkan jenis-jenis aktiva tetap yang 

dimiliki dapat dilihat dalam bentuk tabel (p(Ida lampiran 4), 

../ Untuk rincian Daftar barang millk negara untuk kantor pusat yang 

terdiri dati sa:tker Setdigen,Direktorat TKJSD. Direktorat SLB, 

Direktorat S"MP. Direktorat SMA dan Direktorat SMK dapat dilihat 

datam bentuk tabel (pada 1ampiran 5). 

d. Uaug Muka dari KPPN 

Uang muka dari KPPN beljumlah Rp. 3.304.939.561,· merupakan akun 

penyeimbang dari akun Kas di Bendahara Pengeluaran. Nilai rupiah pa:da 

akun ini merepresentasikan uang persediaan yang belum dipergunakan 

danlatau yang belum dipertanggungjawabkan sebagai pengeluaran 

definitif. 
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E. Ekuitas Dana Lancar 

Ekuitas Dana Lancar ada1ah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan 

selisih antara nilai aset lancar dengan kewajiban lancar/ jangk:a pendek. 

Posisi Per 31 Desember tahun 2007 Ekuitas Dana Lancar berupa 

cadangan pernediaan sebesar Rp. 117.171.603,-. 

F. Ekuitas Dana Inve:stasi 

Ekuitas dana investasi adalah dana yang diinvestasikan pada aset tetap dan 

aset lainnya. Ekuitas dana investasi per 31 Desember tahun 2007, yaitu 

berupa Diinvestasikan dalam Aset Temp sebesar Rp. 663.849.136.305,-. 

6. Informasi Tambahan dan Pengungkapan Lainnya 

a. Informasi Tambaban 

1. Ditien Mandikdasmen berkantor dllingkungan Departemen Pendidikan 

Nasional Jl. Sudirman} Senayan Jakarta. Disamping itu terdapat !mntor 

Satkerdi Jl. RS Fatmawati Cipete Kebayoran Barn Jakarta Selatan. 

2. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah 

mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan 

standardisasi teknis di bidang manajcmen pendidikan dasar dan menengah 

dengan :fungsi ; 

a. Penyiapan perumusan kegtatan departemen di bidang manajemen 

pendidikan dasar dan menengab. 

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen pendidikan dasar dan 

menengab. 

c. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di 

bidang manajemen pendidikan dasar dan menengah. 

d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang manajemen 

pendidikan dasar dan menengab. 

e. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jcnderal. 

3. Direkrorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri 

atas: 

Sekretariat Direktorat Jenderal 
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Direktorat Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar 

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama 

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas 

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan 

Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa 

89 

b. Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara!Satuan Kerja 

Menunjuk peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 

57/PMK.OS/2007 tentang pengelolaan rekening milik Kementrian 

Negara/Satuan KeJja, menyangkut rekening proyek, bagian proyek dan 

Pemegang uang Muka Kegiatan. Dapat dilihat pada label4.15 di bawab 

1ill : 

Tabel4.15 
Daftar pengelolaan rekening milik KN/Satker 

Jum!ah RelHmlng 

No. Saluan Kotja YangAktif Y-ang 
aondahara HI bah Dltutl.lp 

1. Setdi!jen 1 1 5 
2. Dreklo:rat Pemblnaan TKISD 1 2 31 
3. DrektOtal Pembinaan SMP 1 11 

4. Drekt«al Pembir.aan SMA 1 1& 

5. Dtekloral Pembinaan SMK 1 ' s. Drekloral Pernbinaan luar Bias a 1 1 7 

Jumlah • ' " e. Catatan Ringkas Barang Milik Negan 

Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengab telab 

mefakukan penataausahaan dan pelaporan Barang Milik Negara (BMN) sesuai 

dengan Perrnen Keuangan Nomor. 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akul.ansi dan 

Pelaporan Keuangan Pemerintab Pusat dengan hal-hal sebagai berikut: 

L Dalam rangka pelaporan BMN lerdapat 6 {enam) Satuan Ketja yang 

menyampaikan Laporan pada Tahun Anggaran 2007 dengan basil seperti 

ter1ihat pada tabei 4.16 yaitu: 
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Tabel4.16 
Satker Pusat 

yang diserahkan ke Biro Umum Sekjen dengan beberapa kegialan fisik 

sebagai berik:ut: 

3. Penambahan nilai BMN untuk bamng habis pakai dengan kode MAK 5321 

sebagai berikut: 

4. Stock Opname Barang Persediaan Ditjen Mandikdasmen Tahun 2007 dengan 

nilai Rp. 11!.805.603,-tordapat pada tnbel4.17 berikut ini : 

Tabel4.17 
D f k bar d' kS ke l'u at a tar stoc opname an2, : crse Jaan untu at r • 

Nn Satuan Kerja Barang Persediaan 
. 

!. Sekretariat DiUen Rp. 
2. Mandikdasmen 98.013.803,-
3. Direk:torat Pcmbinaan TK Rp. 
4. danSD 478.000,-
5. Direk:torat Pembinaan SMP Rp. 
6. Direktorat Pcmbinaan 2.900.000,-

SMA Rp. 
Direktorat Pembinaan SMK 7.421.800,-
Direktorat Pembinaan SLB Rp. 

2.992.000,· 
Ro. Nihil .. 

5. Pelaporan BMN Dtt~en Mandikdasmcn Tahun 2007 dan Dana Dekonsentrasi 

yang berisi rinclan 33 satker dapat dilihat dalam bentuk: tabel ( pada lampiran 

6). 

6, 14 Saruan KeJja yang belum menyampaikan Laporan Semester I dan IT 

maupun Utporan Tahunan pada Laporan Aset BMN Digen Mandikdasmen 

Tabun Anggamn 2007, dikarenakan belum dilakuken Evaluasi Data BPKP 

kedalam SABMN Ditjen Mandikdasmen dapat dilihat dalam bentuk tabel 

4.18 berilcnt ini : 
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Tabel4.18 
Daftar 14 satker yang belum menyampaikso Laporan Tahunan pada 

Laporan Aset BMN Diljen Mandikdasmen Tahun Anggaran 2007 

••• Nama Salkar 
Kat&nngan 

1 Olm~s Pend:ld:lkan Mensngah dan Tkmg! Ptop, DIU Jukarta ADK SABMN tldak ada 

' Olnas Ptmdldlken Prop!Jlsl Jaw'!) Batat ADK SABMN t14ak ada 

3 Olnn Pandkllkan Can Kebudayaan Prnp!nsl Jawa Teogah AOK SABMN tidal eda 

' Dina$ Pandldi~n Proplnsl OJ. Yngyak6JU!o ACU< SASMN tidal< ada 

5 Olnas Par.dklliw!ln dan Kebudavaan Pn:~pJnsiJa.w<J Tlrmrr A.OX SABMN tkfak ed~ 

' DltHl$ Pantlldlkan NBSional Propln$1 Sumatoro Utara ADl\ SABMN tldak ada 

7 Dlnas Pandldlkan Pro rnsl Kallman~an iengah ADK SABMN ltdnk (lda 

6 Olnas Pend\Olkan Propfns~Sutawe-:;.1 Utara ADK SABMN tjdak ada 

9 Olnu Pendllt:kan Proplnsi Sulawe~l Sohllan ADK SASMN lfdak ada 

\0 Olnu Pend:i:fjkan Proplnsl Maluku ADK SAEIMN Udal ada 

t1 Olnu P@ndldtk~n dan Kabud8)'ann Proplnsl Nusa Tangg~ra rtmur ADK $AilMN Udal ada 

" Olnas f>eM!rtlkan dan Penga aran Prcplnsl Ma!\1\u Utara ADK SASMN Udal ada 

13 Olmn Pen(!ldjl;pn Prop!ns! Goronta!c A{)K SASMN tidak ada 

1< Olnas Pendldlkan Propfnsl S!!laW'1Si &mu AOK SASMN tldak ada 

Berdasarkan atas penjelasan diatas mak:a ana.Jisis perbandingan antara kondisi 

yang ada dan seharusnya dllakukan oleh Diljen Mandikdasmen untuk kcmajuan 

penyusunan Laporan Keuangan ini adalah ; 

1. Manajemeo Satker Pusat 

1. Kondisi yang ada adalah: 

a. Belum beija1an koordinasi setiap satker dalam meJaksanakan revisi 

DIP A dengan database SAl Direktorat Jenderal, hal ini mengakibatkan 

kesulitan pada saat proses Rekonslliasi. dengan KPPN. 

Sehamsnya penerbitan SPM dilakukan Satker Eselon I Mandikdasrnen 

tujuannya agar terintegrasi dalam satu data base untuk penerbitan 

SPM, Pelaporan SAl dan se.bagai kontrol jika ada Revisi/Pergeseran. 

Biaya 

b. Masalah sentralisasi penerbitan SPM diluar satker Mandikdasmen 

mengakibatkan terlambatnya proses input data. 

Seharnsnya agar setiap satker mela!atlam pelaporan sesuai 

jadwal yeng telah ditentukan, sehingga UAPPA-El 

menyampaikan laporan ke UAP .A lepat waktu. 

dengan 

dapat 
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c. Masih adanya saldo negatif yaitu rea1isasi belanja melebihi pagu 

anggaran. Hal ini d:iakibatkan adanya proses perubahan DIP A tidak 

dilaporklln ke Sekrelllriat 

Seharusnya agar menghindari saldo negatif, sehingga perlu diikuti 

aturan mekanisme: kerja dan koordinasi antara satker di Direklorat 

dengan Setditjen dalam proses perubahan program dan anggaran 

biaya. 

d . . Masih terdapat kesalaban pembebanan maupun kode mata anggaran 

pada SPM yang tidak sesuai dengan DIP A 

Seharusnya dengan adanya data base yang terintegrasi, diltarapkan 

setiap revisi agar melalui satker e:;elon I sehingga terkontrol perubahan 

program maupun pergeseran pembtayaan 

2. Manajemeu Satker Daerah 

1. Kondisi yang ada adalah: 

a. Pembentukan TIM SAI di masing~masing propmst fungsi dan 

wewenangnya masib belum optimat 

Seharusnya disebabkan karena belum optimalnya kemamp11art dalam 

menganalisa tcrhadap output laporan keuangan yang telalt diltasilkan 

b. Sering terlambatnya penyerahan Revisi DIPA, SP2D dan SSBP/SSPB 

sebagai sumber data dari pemegang kegiatan kepada pengelola laporan 

keuangan yairu Seksi Evaluasi dan Pelaporan sehingga sering teijadi 

kendala dalam pembuatan lapornn keuangan .. 

Seharusnya pelugas pengelola Laporan Keuangan seliap akhir bulan 

me/aksanalum pengurnpulan sTJmber data beropa, revisi DIPA, SP2D dan 

SSBP!SSPB bila perlu langsung menjemputnya ke masing-masing 

pemegang kegiatan untuk menghindari kelerlambatan penyusunan 

laporan keuangan 

c. Kepala~kepala sekolah masih kurang memahami petunjuk teknis daJam 

pengeJolaan subsidl. 

Univ.ersitas Jndoo.esia. 

Evaluasi penyusunan..., Koeni Pudyastuti, FE UI, 2008



93 

Seharusnya Meningkatkan peran serta stakeholder dalam setiap 

pelaksanaan kegiatan 

d, Rekonsiliasi masih sering te.rjadi ketidaksesuaian diakibatkan dari Sistem 

Penerimaan (SSBP, SSPB) yang tidak sesuai bail< MAK, MAP atau kode­

kode yang tertera dalam format 

Sehan.snya perlu adanya kesadarmr PUMK dalam hal ketepatan waktu 

penyerahan data SPM dan SP2D kepengelola SAl sehingga tidak ada lagi 

keterlambatan proses Rekon.siJiasi ke KPPN 

Sehingga dapat disimpulka.n bahwa untuk menyusun Laporan Keuangan 

henda.knya dilakukan dengan mengadakan sosialisasilpembinaan terus menerus 

kepada UAKPA, UAPPAW dan Satker pusat tentang penyeJenggaraan akuntansi 

yang sesuai dengan SAl dan diharapkan menghasilkan laporan keuangan yang : 

a. Cepat yaitu tepat waktu penyusunan dan penyampaian lapornn 

b. Lengkap yaitu meneakup selurnh data 

c. Cermat yaitu tidak memiliki kesalahan cacat. 

d. Tepat yuitu sesuai dengan aturan SAI. 

e. Monitoring dan evaluasi secara periodik atas hasil pemb:inaan 

tentang penyelenggaraan akuntansi, penyusunan dan pengiriman 

laporan keuangan. 

4.2 Hambatao dan Kendala dalam pcuyusunan Laporan Ke.uanganTingkat 

Satker Pusat 

Basis ak:untansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Diljen 

Mandikdasmen Tahun 2007 adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan dan 

belanja,sedangkan basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban dan 

ekuitas dana. 

Hambatan dan kendala yang dihadapi yaitu Realisasi beianja Direktorat Jenderal 

Mandikdasmen untuk periode yang bernkhir 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp 

19.373J74.429A63,~ atau mencapal 96,22 % terdiri dari Satker Pusat terealisasi 

sebesar Rp 5.294,288.024.897,- )- atau mencapai 91,19 % dan satker dana 

delronsentrnsi sebesar Rp 14.078.866.404.566,- ,- atau mencapai 98,25%. 
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Hambatan dan kendala yang tetjadi daJam proses penyu.suna.n Laponm 

Keuangan Ditjen Mandikdasmen Tahun 2007 pada Tingkat Manajemen Satker 

Pusat adalah ; 

1. Permasalabao Manajemen Satker Pusat 

a. Permasalahan SDM 

Pelaksenaan Sistem Akuntansi lnstansi (SAl) perlu didukung oleb SDM 

yang mempunyai kornpetensi di bidang akuntansi khususnya akuntansi 

pemerintaban.Beberapa kendala dalam penyusunan iaporan keuangan ini 

adalah: 

• Sebagian sumber daya manusia yang sudah terlatih dan kompeten di 

bidang akuntansi dipindahkan atau dimanfaatkan oleh satker~satker 

yang lain untuk membantu pekerjaan yang sama. 

• Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyat 

kompetensi di bidang akuntansi untuk mengelola SAI serta penguasaan 

yang baik terhadap tools/software akuntansi dari Departemen 

Keuangan. 

• Belum optimalnya kemampuan dalam menganalisa suatu t:ransaksi 

serta output dari laporan keuangan yang dihasilkan. 

• Kurangnya kesadaran dari PUM untuk segera member:ikan dokumen­

dokumen t:ransaksi sebagai dokumen sumber SAl sehingga dapat 

menghambat proses penyusunan laporan keuangan. 

b. Permasalaban Barang Milik Negara 

• Data yang ditampilkan dalam neraca adalah data yang dihasilknn oleh 

ADK SABMN dimana untuk beberapa wilayah terdapat perbedaaan 

yang cukup signifikan dengan data yang diperoleh dari BPKP , 

• Data ak:t:iva tetap yang berasal dari BPKP memiliki nilai yang cukup 

tinggi bila dibandingkan dengan data yang disertai dengan ADK, hal 

ini karena: terdapat aktiva tetap yang perlu disesuaik:an karena terjadi 

reorganisasi di tingkat Eselon l (pemisahan i\fandikdasmen dengan 

PMPTK) 
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c. Permasalaban tentang SPM dan revisi DIPA 

• Masalah sentralisasi penerbitan SPM diluar satk:er Mandikdasmen 

rnengakibatkan terlambatnya proses infut data. 

• Masih terdapat kesalahan pembebanan maupun kode mata anggarnn 

pada SPM yang tidak sesuai dengan DIP A. 

• Masih adanya saldo negatif yaitu reaUsasi be1anja melebihi pagu 

anggaran. Hal diakibatkan oleh proses perubahan DIPA tidak: 

dilaporkan ke Sekretariat. 

• Belum bet:jalan koordinasi setiap satker dalam melaksanakan revisi 

Dll' A dengan Database SAl Direkrorat Jendetal. hal ini mengakihatkan 

kesuJit.an pada saat proses Rekonsi!iasi dengan KPPN. 

2. Solusi Manajemen Satker Pusat 

Sehubungan dengan hal tersebut maka dilakukan dilakukan langkah­

langkah atau solusi dari Manajemen Satker pusat yaitu: 

• Sebaiknya penerbitan sPM diJakukan Satker Eselon 1 Mandikdasmen 

tujuannya agar terintegrasi dalam satu Data base untuk penerbitan 

SPM, Pelaporan SAI dan sebagai kontrol jika ada RcvJsi/Pergeseran 

Biaya. 

• Dengan adanya data base yang terintegrasi, diharapkan setiap revisi 

agar melalui satker eselon I sehingga terkontrol perubahan program 

maupun pergeseran pembiayaan . 

• Agar menghindari saldo negatif dimana realisasi belanja meJebihi pagu 

anggaran, maka perlu diikuti aturan mekanisme kelja dan koordinasi 

antara satker di Direktorat dengan Setditjen dalam proses perubahan 

program dan anggaran biaya, 

• Agar setiap satker melakukan peiaponm sesuai dengan jadwal yeng 

telah di!entukan, sehingga UAJ>l'A-EI dapat menyampaikan laporan 

ke UAJ>A tepat waktu. 
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• Perlu dilakukan koordinasi lebih baik metalui perbaikan sistem atau 

internal kontrol agar te:rjadi sinkronisasi antara Sistem Akuntansi 

Keuangan (SAU) dan SAEMN sehingga kedua sub sistem tersebut 

saling mendukung SAl 

3. Strategi yang telab dilakukan oleh Mauajemen Satker Pusat 

Satuan ke.tja dari wilayahl provinsi yang lokaslnya jauh dari Kantor Pusat 

sangat mempengaruhi keberhasilan kelengkapan inforrnasi dalam penyusunan 

Laporan Keuangan secara keseluruhan. 

Atas kondisi yang tetjadi tersebut diatas, maka dilak:ukan hal-hal sebagai 

berikut; 

1. Sosialisasilpembinaan terus menerus k:epada UAKP A, UAPPA W dan 

Satker pusat tentang penye[enggaraan akuntansi yang sesuai dengan SAl 

dan diharapkan menghasilkan laporan keuangan yang : 

a. Cepat yaitu tepat waktu penyusunan dan penyampaian laporan 

b. Lengkap yaitu mcncakup selurub data 

c. Cermat yaitu tidak: memilik:i kesalahan cacat 

d. Tepat yaitu sesuai deugan anuan SAI. 

e. Monitoring dan evaluasi secara periodik atas hasil pembinaan 

tentang penyelenggaraan akuntansi. penyusunan dan pengiriman 

Japoran keuangan. 

2. Pengawasan atas pclaksanaan rekonsiliasi keuangan ditingkat UAKPA~ 

UAKPAW sampai satker Pusat dan UAPPA El agar data LRA Wajar. 

3. Pernbinaan dan monitoring atas pelaksanaan inventarisasi fisik atas saldo 

persediaan akbir tahun maupun interim. 

4. Pembinaan dan bimbingan teknis dalam penyusunan Laporan Keuangan 

terns dilakukan agar dapat menyajik.an infonnasl sesuai dengan Standar 

Akuntansi Pernerintah untuk kepent:ingan para pengguna infotnf1l1asi 

dalam pengambilan keputusan. Selama tahun 2007 ielah dilakukan 

kegiatan~kegiatan sebagai berikut ; 
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a. Bimbingan Teknis tentang "Sosialisasi Pernturan Menteri Kcuangan 

Republik Indonesia Nomor 59/PMK.0612005". 

b. Pelatihan Akuntansi Dasar dan Akuntansi Pemerintah. 

c. Membentuk Tim Di Panitia Pusat Untuk Kegiat.an PengendaJian 

Perencanaan Dikdasmen dengan tugas : Melakukan Sosiahsasi 

penyusunan dan: laporan keuangan ke setiap Dinas Pendidikan 

Propinsi. 

d. Melak:ukan monitoring penyampaian basil laporan keuangan setiap 

bulan. 

e. Melakukan koordinasj ke setiap propinsi dengan membentuk group 

mailling list 

f. Bimbingan Tek.nis Akuntansi Dasar dan Pemerintahan. 

4.3 Hambatan dan Kendala dalam penyusunan Laporan KeuanganTingkat 

Satker Daerab (Dekons~ntrasi ) 

Do!lam Proses penyusunan pelaporan ini mengalami hambatan dan kendala 

dalam realisasi anggaran, diantaranya bcrkaitan dengan : 

1. Permasalahan Satker Daerah (Dekonsmtrasi 

a. Fungsi dan Wewenang 

• Pembentukan TIM SAl di masing-masing propinsi fungsi dan 

wewenangnya masih belum optimal. 

• Di beberapa daerah belum terbentuk tim SAl yang diperkuat dengan 

Sumt Keputusan dari Pimpinan di tingkat SKPD (Satuan Kerja 

Perangkat Daernh). 

• Rendahnya koordinasi antara pe!aksana kcgiatan dengan pelaksana 

akuntansi dalam rangka proses Sistem Akuntansi lnstansi. 

• Proses verifikasi dan analisa atas proses sistem akuntansi dalam 

rangka penyampaian laporan masih kura.ng efektif sehubungan dengan 

kemampuan SDM yang .r.nasih perlu ditingkatkan. 
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• Sering terlarnbatnya penyerahan Revisi DIPA, SP2D dan SSBPISSPB 

sebagai sumber data dari pemegang kegiatan kepada pengelola laporan 

keuangan yaitu Seksi Evaluasi dan PeJapocan sehingga sering te!jadi 

kendala dalatn pembuatan laporan lreuangan. 

• Bendahara Pengeluaran mengalami kesulitan untuk mcngumpulkan 

bukri SP2D Pembayaran LS Bolek Grant dan Pembaynran LS kepada 

Pihak Ketiga, karena para pemegang Kegiatan kurang perhatian 

terhadap ftu\gsi laporan. 

b. Manajemen Sistem Pe1aporan Keuangan 

• Penyusunan data neraca untuk aset tetap belum menggunakan data 

yang berasal dati Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN), 

sehingga terdapat asset yang belum disesuaikan. 

• Kurang tersosialisasinya program SAl yang dikelola oleh SATK.ER, 

ya.ng membutuhkan administrnsi pendukung (SP2D dan SPM) dari 

pam Pengelola Uang Mulrn Kelja (PUMK). 

• Kurang koordinasi secara berjenjang antara pihak Pl.JM' dan Satker. 

• Kurang adanya koordinasi dalam melakukan perubahan RKAK4 

perubaban yang dilakuka:n oleh masing-masing P"MU sehingga 

kesulitan dalam pembuatan iaporan keuangan. 

• Perlunya adanya koordinasi dengan tim SABMN untuk mendata ni1ai 

persediaan pada akhir tahun. 

• Pennasalahan yang timbul dalam setiap pelaksanaan kegiatan adalah 

kurang koordinasi dan ketjasama dalam tugas serta fungsi d~Iam 

setiap kegiatan. 
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c. Sumber Daya Mannsia 

• Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM} yang mempunyai 

kompetensi di bidang akuntansi umumnya dan akuntansi pemerintah 

khususnya. 

• Belum optimalnya kemampuan dalam menganalisa terhadap output 

laporan keuangan yang telab dihasilklln. 

• Kepata~kepala sekolah masih kurang memahami petunjuk teknis 

dalam penge1olaan subsidi. 

• Rekonsiliasi masih sering tetjadi ketidaksesuaian diakibatkan dari 

Sistem Penerimaan (SSBP, SSPB) yang tidak sesuai baik MA.K. 

MAP atau kode·kode yang ten:era dalam format 

• Data dari Kabupaten kota yang masuk tidak akurat sehingga 

pemberian bantuan banyak yang dikembalikan ( tidak terserap). 

• Kurang adanya kesadaran dari PUM untuk memberikan bukti setoran 

sisa dana UP kepada Beodaharn Pengeluaran dan setelah dilakukan 

rekonsiliasi dengan KPPN bam diketahui ada setoran yang belum 

direkam. 

• Pada umunmya sumber daya manusja yang sudah dilatih dan 

kompeten dl bidangnya dimanfaatkan oleh satker...satker yang Jain 

untuk memhantu pekerjaan yang sama. 

d. Kebijakan 

• Angga:ran untuk Dana Bantuan Operasional (BOS) yang datanya 

berasal dari kabupaten/Kota se1alu berubah-ubah disebabkan oleb 

berkurangnya siswa dikarenakan putus atau pindah luar propinsi, 

bencana alam yang mcngkibal.kan sekolah digabungkan, maka 

Realisasi Anggaran banyak tidak terserap. 
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• Angga:nm untuk belanja Bantuan Sosial pada kegiatan peningkatan 

mutu kejuruan lebih besar dari jumlah siswa, sehingga dana tidak 

tersemp. 

• Terlambatnya data dari Kabupaten/Kota khususnya untuk 

penyaluran subsidi disebabkan adanya [ roposal yang tidak 

memenuhi syarat. 

• Terdapat beberapa sumber data berkaltan dengan Aktiva Temp, 

terutama untuk data Aktiva T etap yang dibiayai oleh Dana 

Dekonsentrasi, yaitu: 

• 
• 

• 

Data aktiva berdasarkan ADK yang berasal dari BPKP 

Data aktiva output dari software SABMN yang dikonsolidasikan 

dengan software SAK 

Data aktiva tetap yang berasal dari BPKP memiliki nilai yang 

cukup tinggi bila dibandingkan dengan data yang disertai dengan 

ADK. Hal ini karnna terdapat aktiva tetap yang perlu disesuaikan 

yang mana data tersebut bergabung dengan data aset lairmya baik 

yang berasal dari beibagai Direktorat serta aset Kab/Kota. 

2. Solusi Manajemen Satker 

Pemecahan masalah tersebut diatas untuk perbaikan Manajemen Satker 

sebagai berikut : 

1. Petugas pengelola Laporan Keuangan setiap akhir bulan melaksanakan 

pengumpulan sumber data berupa, revisi DIP A, SP2D dan SSBP/SSPB 

bila perlu langsung menjemputnya ke masing-rnasing pemegang kegiatan 

untuk menghindari keterlambatan penyusunan laporan keuangan. 

2. Bekexjasama denga:n petugas pembuat SPM di Sub Bagian keuangan 

untuk: mengontrol pengeluaran SPM sehingga dapat mengatasi 

perobahanlpergeseran anggaran yang mungkin terjadi. 

3. Perlu adanya kesadaran PUMK dalam hal ketepatan waktu penyerahan 

data SPM dan SP2D kepegelola SAl sehlngga tidak ada lagi keterlambatan 

proses Rekonsiliasi ke KPPN. 
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4, Menambah sumber daya yang mempunyai kompetensi di bidang akuntasi 

umum dan akuntasi pemerintahan pada khususnya. 

5. Meningkatkan peran serta stakeholder dalam setiap pelaksanaan kegiatan 

6. Mengacu pada Peraturan Ditien Perbendaharaan Departemen Keuangan RI 

No. PER~24/PB/2006 tentang pelaksanaan penyusunan laporan keuangan 

Kem(;lltterian Negara!Lembaga. Sekretariat Direktorat Jenderal 

Mandikdasmen telah rnembentuk kegiatan Pengendalian Perencanaan 

Dikdasmen di 33 Propinsi yang menangani masalah pelaporan dana 

Dekonsentrasi dan telab dilalrukan Pelatihan kepada para Penge1ola 

pelaporan pada setiap SKPD Propinsi selurnh Indonesia. 

Materi yang disampaikan meliputi : 

a. Kebijakan program koordinasi antara Ditjen Mandikdasmen dengan 

UAKP A dan Putvt:K se1uruh Indonesia. 

b. Tata cara pemhuatan laporan keuangan dan penggunaan Aplik:asi SAI 

tahun2007. 

c. Pengembangan Sistem melaluijaringan Web Based. 

d. Melakukan pelatihan konsep-konsep akuntansi secara umum dan 

akuntansi pemerintahan khusmmya. 

e. Melakukan Workshop asistensi penyusunan pelaporan keuangan. 

3. Strategi yang telah dilakukao oleh Maoajemeo Satker Pusat 

a. Pembinaan I sosialiasi I bimbingan teknis yang dilakukan terus 

menerus berkesinambungan kepada pengelola SAI baik di pusat 

maupun di daerab tentang Sistem Akuntansi Instansi {SAl) yang 

sesuai dengan Stander Akuntansi Pernerintaban (SAP). 

h. Monitoring dan evaluasi secara periodik atas hasil pembinaan tentang 

penye!enggaraan akuntansi, penyusunan dan pengiriman laporan 

keuangan serta peJaksanaan rekonsiliasi dengan KPPN. 

c. Pembinaan dan monitoring atas pengelolaan persediaan serta 

pelaksanaan inventarisasi fisik atas saldo persediaan pada setiap 

periode laporan. 
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d. Melakukan koordinasi terhadap dengan SA~BMN (berubah menjadi 

SIMAK-BM.N) sehingga kedua sub sistem tersebut (SAK. dan 

SIMAKMBMN) sating mendukung dalam Sistem Akuntansi Instansi 

(SAl), 

e. Sehuhungan jum1ah satker yang banyak: dan tersebar diberbagai 

propinsi di Indonesia maka perlu dilakukan perbaikan terns menerus 

mekarrlsme penyampaian laporan dengan memanfaatkan teknologi 

infonnasi. Diljen Mandikdasmen melakukan inovasi terns menerus 

dalam pengelolaan lapotan SAI yang disinergikan dengan Jardilmas 

menggunakan !eknoiogi informasi sehingga mempermudah 

koordinasi serta mempercepat pelaporan keuangan di eselon-1, 
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5.1 Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan antara lain: 

1. Penyusunan Laporan Keuangan dalam Penerapan Sistem Akuntansi 

Instansi Ditjen Mandikdasmen telah sesuai dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor.l71/PMK.05/2007 pengganti Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistim 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah dengan sudah sesuai dengan 

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.Ini tercermin dengan 

telah dibuatnya Catatan Atas Laporan Keuangan secam lengkap sebagai 

salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas,sebagaimana diamanatkan 

dalam tata kelola yang baik (good govemance).Sedangkan tujuan Catatan 

Atas Laporan Keuangan adalah menyajikan infonnasi penjelasan pos-pos 

Laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang mcmadai. 

2. Hambatan dan kendala yang terjadi dalam proses penyusunan Laporan 

Keuangan Ditjen Mandikdasmen Tahun 2007 pada tingkat Manajemen 

Satker Pusat adalah 

a. bahwa pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi pada tingkat 

Manajemen Satker Pusat perlu didukung SDM yang mempunyai 

kompetensi di bidang akuntansi khususnya akuntansi 

pemerintahan.Karena minimnya SDM yang mempunyai kornpetensi di 

bidang akuntansi untuk mengelola SAI serta penguasaan yang baik 

terhadap tools/software akuntansi dari Departemen Keuangan dan 

belurn optimalnya kemampuan dalam menganalisa suatu transaksi 

serta output dari laporan keuangan yang dihasilkan. 

b. Masalah sentralisasi penerbitan SPM diluar satker Mandik:dasmen 

mengakibatkan terlambatnya proses input data. 

103 
Universitas Indonesia 

Evaluasi penyusunan..., Koeni Pudyastuti, FE UI, 2008



104 

c. Masih adanya saldo negatif yaitu rea!isasi belanja melebihi pagu 

anggarnn.Hal ini akibat dari proses perubahan DIPA tidak dilaporkan 

ke Sekretariat. 

d. Masih terdapat kesalahan pembebanan maupun kode mata anggamn 

pada SPM yang tidak sesuai dengan DIP A 

3. Hambatan dan kendala yang terjadi dalam proses penyusunan Lapo:ran 

Keuangan Dl;jen Mandikllasmen Tahun 2007 pada tingkat Manajemen 

Satker Daerah adalah : 

a. Pembentukan TIM SA! dl masing-masing propin.o;i fungsi dan 

wewenangnya masih belum optimal 

b. Sering terlambalnya penyerahan Revisi DIPA, SP2D dan SSBPISSPB 

sebagai surnber data dari pemegang kegiatan kepada pengelola laporan 

keuangan yaitu Seksi Evaluasi dan Pelaporan sehingga sering terjadi 

kendala dalam pembuatan laporan keuangan. 

c. Rekonsiliasi masih sering teJjadi ketidaksesuaian diakibatkan dari 

Sistem Penerimaan (SSBP, SSPB) yang tidak sesuai balk MAK, MAP 

atau kode-kode yang tertera dalam format 

d. Kepaia-kepala sekolah masih kurang memabami petunjuk teknis 

dalam pengelolaan subsidi. 

5.2.Saran*saran 

Beberapa saran lrepada Direktorat Jenderal Mandikdasmen yang dapat 

disampaikan sebubungan dengan permasalahan pe:nelitian adaJah : 

1. Sehubungan jumlab satker yang banyak dan tersebar diberbagai propinsi di 

Indonesia maka perlu dilakukan perbaikan terns menerus mekanisme 

penyampaian laporan dengan memanfaatkan teknologi infonnasi. Di~en 

Mandikdasmen melakukan inovasi terns menerus dalam pengelolaan 

laporan SAl yang disinergikan dengan Jardik:nas menggunakan teknotogi 

informasi sehingga mempennudah koordinasi serta mempercepat 

pelaporan kellilligan di eselon-1, 
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2. Saran untuk Manajemen tingkat Satker Pusat adalah: 

a. Menambah SDM yang mempunyai kompetensi di bidang alamtansi 

umUlll dan akuntansi pemerintahan dan SDM yang terlibat dengan 

pengelolaan lllporan keuangan agar diberikan insentif khusus berupa 

tunjangan. 

b. Seharusnya agar setiap satker melakukan pe!aporan sesuai dengan 

jadwal yeng teJah dltentukan~ sehingga UAPPA~EJ dapat 

menyampaikan Iaporan ke UAPA tepat waktu 

c. Seharusnya penerbitan SPM dilakukan Satker Eselon I Mandikdasmen 

tujuannya agar terintegrasi dalam satu data base untuk penerbitan 

SPM. Peiaporan SA1 dan sebagai kontrol jika ada Revisi!Pergeseran 

Biaya 

d. Diupayakan agar menghindari saido negatif, per1u diikuti aturan 

mekanisme kerja dan koordinasi rmtam satker di Direktorat dengan 

Setdi~en dalam proses perubahan program dan anggaran biaya. 

e. Seharusnya dengan adanya data base yang terintegrasi, diliarapkan 

setiap revisi agar melalui satker eselon I sehingga terkorttrol pernbahan 

program maupun pergeseran pembiayaan 

3. Saran untuk Manajemen tingkat Satker Daernh (Dekonsentrasi) adalah: 

a. Pembinaan J sosialiasi I bimbingan teknis yang dilakukan terus 

menerus berkesinambungan kepada pengelola SAl baik di pusa.t 

maupun di daerah tentang Sistem Aku:ntansi Instansi (SAl) yang sesuai 

dengan Standar AkuntaJlsi Pemerintahan (SAP. 

b. Seharusnya perugas pengelola Laporan Keuangan setiap akhir bulan 

melaksanakan pengumpulan sumber data berupa, revisi DIPA. SP2D 

dan SSBP/SSPB hila perJu langsung menjemputnya ke masing-masing 

pemegang kegiatan untuk rnenghindari keterlambatan penyusunan 

laporan keuangan. 
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c. Seharusnya perlu adanya kesadaran PUMK dalam haJ ketepatan waktu 

penyeral:tan data SPM dan SP2D kepengelola SAl sehingga tidak ada 

lagi keterlambatan proses Rekonsiliasi ke KPPN. 
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7.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/PMK.06/2005 tentang 

Bagan Perkiraan Standar; 

8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendabaraan No. PER.24/PB/2006 
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Lampiran 3. Daftar Akliva Tetap Yang Diserahkan ke Direktorat PMTK. 
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Lampiran 4 Rincian aktlva Tetap. 
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Lampi ran 5. Daftar barang milik negara untuk kantor pusat. 

Sellliljen 

Salllan K«ja 
Jurni!JJ 

Dir. SLB Dir. SMP 

Jumlan 
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lamplran 6. Daftar pe!apor3n BMN Ditjen Mandikdasmen tahun 2007 dari Dana DekonsentrasL 

No. Nama Satker 
Jumlah(Rp) 

1 Dlnas Pendidikan Pmo, OK! Jakarta 41.525.000 

2 Oinas Pendidikan Proo. Jawa Barat 151.840.000 

3 Oinas Pendidlkan Prop. Jawa Tenoah 44.580.000 

4 Dinas Pondidikan Pron. D.L Yonvakarta 44.950.000 

5 Dlnas Pendidikan Pron. Jawa Timur 44.990.000 

6 Dinas Pendidikan Pron, NanQ:Qroe Aceh Darussalam 640.700.011 

7 Dinas Pendidikan Prop. Sumatera utara 45.000.000 

8 Dlnas Peodidikan Prop. Sumalora Barat 21.407.582.305 

9 D/nas Pendidikan Proo. Riau 762.013.331 

10 Dinas Pendldikan PfOO. Jambl 5.715.805.600 

11 Oinaa Pendidikan Prop. Sumatera Se!alan 150.038.025.061 

12 Dinas Pendidikan Prop. Lampuna 774.081.064 

13 Dinas Pendidikan Prop. Kalimantan 6arat 2.189.925.000 

14 Oinas Pendidikan ProP. Kalimantan Tengah 44,900.000 

15 Dlnas Pen<iidikan ProP. Kalimantan Selatan 1.034.336.825 

16 Dinas Pendidikan Prop. Kalimantan Timur 310.767.578 

17 Dinas Pendidikan Prop. Sulawesi Ulara 44.465.000 

18 Dinas Pendldlkan Prop, Sulawesi Tengah 175.956.010.179 

19 Dinas Pendidik.an Prop. Sulawesi Selatan 44,968.000 

20 Dinas PemJidikan Prop. Sulawesi Tenggara 3.027.281.040 

21 Dinas Pendidikan Prop. Maluku 45.000.000 

22 Dinas Pendldik:an ProD. Bali 5.280.218.753 

23 Din as Pendidikan Prop. Nusa Tenooara Barat 1.067.864.111 

24 Oinas Pendidikan Proo. Nusa Tenoaara Timur 44.600.000 

25 Dinas Pendidikan Prop, Papua 1.292.645.406 

26 Oinas Pendidikan Prop. Benokulu 334.825.100 

27 Oinas Pendldlkan ProD. Maluku Utara 45.000.000 

28 Oinas Pcndidikan Prao. Banten 49.827.592.979 

29 O!nas Pendidlkan Proo. Banoka Befitung 81.&00.834.990 

30 Dlnas Pendidikan Prop. Goronlalo 45.000.000 

31 Dinas Pendidikan Proo, Keoulauan Riau 15A51.254]72 

32 Dinas P~ndldikan Proo. Paoua Barat 113.600.019 

33 Din as PendkHkan Proo. Sulawesi Barat 44.950.000 

TOTAL 517.757.432.124 
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INSTRUMEN 
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INSTRUMEN I Pcnyusunan Calk T AHUN 2007 OITJEN MAND!KDASMEN 

SATKER 

Penyusunan catatan atas laporan keuangan (CaLK) mengacu kepada : 
a) Peraturan. Pemerintah Rl Nomor : 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan; 
b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 171/KMK.05/2007 tentang Sistem 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 
c) Peraturan Direklur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-24/PB/2006 

tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan 
Kementerian/Lembaga. 

1. Laporan Realisasi Anggaran 

A Pendapatan 

i. Realisasi Pendapatan s.d. 31 Desember 2007 

a) Menguraikan secara detail jenisjenis pendapatan yang felah 
direalisasikan.. 

b) Membandingkan antara target pendapatan dengan reafisasinya. 

iL lnformasllainnya .. ; 

Hal~hallain yang perlu diinfarmasikan secara detail berkaitan dengan 

sumber.-sumber pendapatan khususnya berkaitan dengan 

penerimaan PNBP. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,., .......................................................... '"'"'"'""'" ................. -
B. Belanja 

i. Realisasi Belaja s.d. 31 Desember 2007 

a) Menguraikan secara rlnci jenls-jenis belanja yang telah 
diroaiisaslkan. 

b) Membandingkan antara anggarcm belanja dan 
realisasinya(penyerapan anggaran) 

c) Mengurafkan inf&masi revisi anggaran serl.a menjelaskan 
dampak yang terjadi akibat adanya revisi tersebut. 

il. Hambatan dan Kendala 

Menguraikan hal-hal yang menjadl hambatan dan kendala terjadinya 
deviasl atas penyerapan anggaran balk kurang ataupun Jebih. 

........... " ,., ....... , .. , .................. , ......... ' ........... ·········"' ........ ". 

•j Opsiooo/1 Jika ad8 atau dis:wtukan 
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lit Belanja Fisik Barang Non Belanja Modal 

Akun 

2. Neraca 

A Kas 

a) Apabila terdapat belanja barupa fisik barang tetapi bukan 
kelompok akun belanja modal (Banluan Sasial), maka perlu 
diungkapkan dalam CaLK 

Uraian DIP A Realisasi Belan'a 
Rehab RKB USB .... Tol~l-

-~~ .... -

TOTAL 
--(Daftm dapat dtbuat pada lembar tersendm) 

b) Penjelasan tambahan alas daftar belanja non modal tetapi 
berupa fisik barang '*l 

L Poslsi Kasper 31 Desember 2007 

a) Saido kas menurut catatan di Neraca menunjukkan posisi kas 
yang ada di Bendahara pads tanggal 31 Desember 2007 

b) Saldo kas menurut catatan di Neraca harus didukung dengan 
bukti flsik kas 

c) Safdo kas pada neraca harus diungkapkan secara rinci per PUM 

fi. lnformasi Lainnya •) 
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B. Persediaan 

i. Posisi Persediaan per 31 Desember 2007 

a) Merupakan jenis aset daiam bentuk barang atau perlengkapan 
(supplies) pada tanggal neraca, yang diperofeh dengan maksud 
untuk mendukung kegjatan operasionaf pemerintah dan barang­
barang yang dimaksudkan untuk dijuat dan/atau d1serahkan 
da1am rongka pelayanan lrepada masyarakat. 

b) Sa/do persedia8n menurut catatan di Nerar;a harus sama dengan 
saldo fisik persediaan mefafuj inv<mtarisasi persediaan per 30 
Juni 2008. 

'J Opslonal I Jika adP <ltav ciipariukl!M 

c) Nilai persediaan yang ada di Neraca harus diinformasjkan 
dengan jelas pada CaLK berdasarkan }enis, saluan, volume dan 
nilainya. 

d) Saido Persediaan menurut catatan di Neraca harus didukung 
Berita Acara. 

ii. Hambatan dan Kendala *l 

C. Aktiva T etap 

i, Posisi Aktiva T etap per 31 Desember 2007 

a) Merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih 
dari 12 bulan untuk digunakan daiam kegiatan pemerintahan 
atau dlmanfaatkan ofeh masyarakat vmum. 

b) Menguraikan jumJah mutasi (tambah atau kurang) serta informasi 
yang menyebabkan terjadinya mutasi aktiva tetap. 

c) DI1akukan rekonsiliasi dengan S!MAK-BMN dan menjelaskan 
dalam CaLK apabila ada permasatahan serta penyelesaiannya 

ii. Hambatan dan Kendala *1 
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Pengungkapan Lainnya 

Mengungkapkan kejadian-kejadian pentfng selama periode pelaporan ( 
tanggal1 Januari 2007 s.d, 31 Desember 2007, mis-alnya: 

a) Penggantian manajemen pada periode pelaporan 

b) Komilmen atau konllnjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca 

c) Kejadian yang mempunyai dampak sosia!,misalnya adanya pemogokan 
yang harus ditanggulangi pemerintah, 

d) lnformasi terhadap revisi anggatan selama daJam per/ode Japoran serta 
dampak--dampaknya. 
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